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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga

yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hibah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan
Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan

dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Padang, 5 Mei 2026

Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Rinaldi Aulia, AP., M.Si
NIP. 19750726 199311 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Jalan Pramuka No. 11, Khatib Sulaiman Padang 25136
Telepon 0751-705530 / 7055304 Fax 0751-7055302
Laman : sumbar.bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilithan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 5 Mei 2026

Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Rinaldi Aulia, AP., M.Si
NIP. 19750726 199311 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Audited ini
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini
meliputi:

1.  Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Hibah
serta Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2025 adalah
berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp106.565.853,00
dari estimasi Pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp83.438.367.258,00 atau mencapai 93,02% dari alokasi anggaran sebesar
Rp89.695.956.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar
Rp8.735.809.304,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap
(netto) sebesar Rp8.735.809.304,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp222.686.743,00 dan
Rp8.513.122.561,00.

3.  Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO
yang disajikan pada 31 Desember 2025. Pendapatan untuk periode sampai
dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp141.379,00, sedangkan jumlah
beban adalah sebesar Rp86.265.271.726,00 sehingga terdapat Defisit dari
Kegiatan Operasional senilai Rp86.265.130.347,00. Surplus dari Kegiatan Non
Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp51.389.531,00
dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp86.213.740.816,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada
tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp70.327.300.895,00. Defisit-LO sebesar
Rp86.213.740.816,00 ditambah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar
Rp33.169.121.407,00 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar
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Rp57.568.683.889,00 menimbulkan penurunan Ekuitas sebesar
Rp61.814.178.334,00 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025
adalah senilai Rp8.513.122.561,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk
31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
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L. LAPORAN REALISAST ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISAST ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2025

31 DESEMBER 2024

URAILAN Ref REALISASI DIATAS| o, REALISASI DIATAS| o,

ANGGARAN | REALISASI (BAWAH) ANGGARAN REALISASI (BAWAH)
ANGGARAN ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA |

DAN HIBAH )

Pendapatan Pencrimaan 0,00  106.565.853,00 106.565.853,00 | 0,00 0,00 708.208.293,00 708.208.293,00 | 0,00

Bukan Pajak

JUMLAH PENDAPATAN

NEGARA DAN HIBAT 0,00  106.565.853,00 106.565.853,00 | 0,00 0,00 708.208.293,00 708.208.293,00 | 0,00

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat B.2| 89.695.956.000,00 | 83.438.367.258,00 |  (6.257.588.742,00)| 93,02 | 383.637.445.000,00 346.012.598.287,00| (37.624.846.713,00)| 90,19

Belanja Pegawai B.3| 45.135.074.000,00 | 40.903.609.425,00 |  (4.231.464.575,00)| 90,62 | 27.213.051.000,00|  24.403.406.184,00|  (2.809.644.816,00) 89,68

Belanja Barang B.4| 44.419.882.000,00 | 42.394.049.433,00 (2.025.832.567,00)| 95,44 | 349.230.390.000,00 314.959.802.403,00 (34.270.587.597,00)| 90,19

Belanja Modal B.5|  141.000.000,00 140.708.400,00 (291.600,00)| 99,79 |  7.194.004.000,00|  6.649.389.700,00 (544.614.300,00) | 92,43

JUMLAH BELANJA

NEGARA 89.695.956.000,00 | 83.438.367.258,00 |  (6.257.588.742,00) | 93,02 | 383.637.445.000,00 | 346.012.598.287,00 |  (37.624.846.713,00) | 90,19
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II. NERACA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN)

NAMA PERKIRAAN Ref

31 DES 2025 31 DES 2024 JUMLAH %

ASET
ASET LANCAR
Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1 0,00 | 58.990.050.061,00 | (58.990.050.061,00) | (100,00)
Belanja Dibayar Dimuka c2 0,00 637.683.333,00 (637.683.333,00) | (100,00)
(Prepaid)
Jumlah Aset Lancar 0,00 | 59.627.733.394,00 | (59.627.733.394,00) | (100,00)
ASET TETAP
Tanah C3 1.339.439.000,00 1.339.439.000,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin C4 | 20.667.585.341,00 | 20.531.848.941,00 135.736.400,00 0,66
Gedung dan Bangunan C5 |  2.920.835.856,00 2.920.835.856,00 0,00 0,00
Aset Tetap Lainnya C6 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan C.7 | (16.196.050.893,00) | (14.030.329.277,00) (2.165.721.616,00) 15,44
Jumlah Aset Tetap 8.735.809.304,00 |  10.765.794.520,00 (2.029.985.216,00) |  (18,86)
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud C8 108.914.500,00 708.749.970,00, (599.835.470,00) |  (84.63)
Aset Lain-lain C9 599.835.470,00 0,00 599.835.470,00 0,00
Akumulasi Penyusutan dan 1 1 706 749 970 00) (701.461.095,00) (7.288.875,00) 1,04
Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya 0,00 7.288.875,00 (7.288.875,00,) | (100,00)
JUMLAH ASET 8.735.809.304,00 | 70.400.816.789,00 | (61.665.007.485,00) | (87,59
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK
Utang Kepada Pihak Ketiga | C.11 222.686.743,00 66.339.899,00 156.346.844,00 | 235,68
Utang Jangka Pendek Lainnya| C.12 0,00 7.175.995,00 (7.175.995,00) (100,00)
Jumlah Kewajiban Jangka 222.686.743,00 73.515.894,00 149.170.849,00 202,91
Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN 222.686.743,00 73.515.894,00 149.170.849,00 | 202,91
EKUITAS
Ekuitas C.13 8.513.122.561,00|  70.327.300.895,00 | (61.814.178.334,00) | (87.89)
JUMLAH EKUITAS 8.513.122.561,00 |  70.327.300.895,00 | (61.814.178.334,00) | (87,89
JUMLAH EKUITAS 8.513.122.561,00 |  70.327.300.895,00 | (61.814.178.334,00) | (87,89
JUMLAH EKUITAS DAN
KEWAJIBAN 8.735.809.304,00 |  70.400.816.789,00 |  (61.665.007.485,00) | (87,59)
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III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

KENAIKAN/
RAIAN Ref 1 DES 202 1 DES 2024 0
U e 31 DES 2025 31 DES 20 PENURUNAN %

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak | | 141.379,00 2.624.846,00 (2.483.467,00) | (94,614)
Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN 141.379,00 2.624.846,00 (2.483.467,00) | (94,614)
BEBAN
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D2 | 41.115.648223,00 | 24.402.688.05500 | 16.712.960.168,00 | 68,488
Beban Persediaan D.3 55.298.200,00 |  2.874.925.804,00 | (2.819.627.604,00) | (98,077)
Beban Barang dan Jasa D4 | 19.967.617.361,00 | 177.638.353.515,00 | (157.670.736.154,00) | (88,759)
Beban Pemeliharaan D.5 856.378.772,00 | 2.160.295.630,00 |  (1.303.916.858,00) | (60,358)
Beban Perjalanan Dinas D.6 | 22.096.746.479,00 | 134.815.246.512,00 | (112.718.500.033,00) | (83,61
Beban P t

cban Penyusutan dan D.7 2.173.582.691,00 | 2.210.721.834,00 (37.139.143,00) | (1,68)
Amortisasi
JUMLAH BEBAN 86.265.271.726,00  344.102.231.350,00 | (257.836.959.624,00) | (74,93)
SURPLUS (DEFISIT) DARI
KEGIATAN OPERASIONAL (86.265.130.347,00) | (344.099.606.504,00) = 257.834.476.157,00 |  (74,93)
KEGIATAN NON g
OPERASIONAL '
SURPLUS/(DEFISIT)
PELEPASAN ASET NON 0,00 13.222.184,00 (13.222.184,00) | (100,00)
LANCAR
p Pel A

endapatan Pelepasan Aset Non 0,00 13.222.184,00 (13.222.184,00) | (100,00)
Lancar
Beban Pelepasan Aset Non 0.00 0.00 0.00
Lancar
SURPLUS/(DEFISIT)
PENYELESAIAN
KEWAJIBAN JANGKA 0,00 0,00 0,00
PANJANG
Pendapatan Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
Beban Pen}felesalan Kewajiban 0,00 0,00 0,00
Jangka Panjang
SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN NON 51.389.531,00 167.659.068,00 (116.269.537,00) | (69,349)
OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari kegiatan N

cncapatan ¢atl keglatai Jon 51.389.531,00 167.659.068,00 (116.269.537,00) | (69,349)
Operasional Lainnya
Beban dari kegiatan N

coban . ari egl'a an (Non O’OO 0,00 0,00
Operasional Lainnya
JUMLAH SURPLUS 51.389.531,00 180.881.252,00 (129.491.721,00) | (71,589)
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KENAIKAN/

URAIAN Ref 31 DES 2025 31 DES 2024 PENURUNAN %
(DEFISIT) DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
SURPLUS (DEFISIT)
SEBELUM POS LUAR (86.213.740.816,00) | (343.918.725.252,00) | 257.704.984.436,00 | (74,932)
BIASA
POS LUAR BIASA D.9 0,00 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT — LO D.10 | (86.213.740.816,00) | (343.918.725.252,00) | 257.704.984.436,00 | (74,932)

Padang, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,

Rinaldi Aulia, AP., M.Si
NIP. 197507261993111001
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

KENAIKAN/
URAIAN 31 DES 2025 31 DES 2024 0
Ref PENURUNAN %
EKUITAS AWAL E.1 | 70.327.300.895,00 76.694.941.590,00 (6.367.640.695,00) (8.3)
SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 | (86.213.740.816,00) | (343.918.725.252,00) | 257.704.984.436,00 | (74,93)
KOREKSI YANG (18644
MENAMBAH/MENGURANGI | g3 | (33.169.121.407,00) 17.800.000,00 | (33.186.921.407,00)
EKUITAS 3,38)
Penyesuaian Nilai Aset 0,00 0,00 0,00 0
Koreksi Atas Reklasifikasi 0,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) | (100,00)
Koreksi Aset Tetap Non (4.399.800,00) 16.200.000,00 (20.599.800,00) | (127.16)
Revaluasi
LAIN-LAIN (33.164.721.607,00) 0,00 | (33.164.721.607,00) 0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E4 | 57.568.683.889,00 337.533.284.557,00 | (279.964.600.668,00) | (82,94)
KENAIKAN/PENURUNAN
EKUITAS E.5 | (61.814.178.334,00) |  (6.367.640.695,00) | (55.446.537.639,00) | 870,75
EKUITAS AKHIR E6 | 8.513.122.561,00 70.327.300.895,00 | (61.814.178.334,00) | (87,89)

Padang, 5 Mei 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,

Rinaldi Aulia, AP., M.Si
NIP. 197507261993111001
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

1.
2.
3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal
Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
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17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan
Pemerintah Pusat;

19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-
86/PB/2026 Hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian
LKKL Tahun 2025 Audited tanggal 6 April 2026.

Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan
Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang.

Visi Bawaslu
“Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”
Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa.
Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan
aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan
seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan
berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan
pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat
maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan
akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling
dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi
penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya,
adalah sebagai berikut:

Terpecaya

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian
sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel,
kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan
Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik
dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024.

Adapun Misi Bawaslu adalah:
1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif

serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

Catatan Atas Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
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2. Meningkatkankualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja
pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,
efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur
Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi
informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi

dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan

yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,
memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran
pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan
sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Sasaran Bawaslu
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-2024

adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan
pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu
partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian
sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas;

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan
dan aksesibel;

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan
sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025 Audited ini merupakan merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada satuan kerja.
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Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan keuangan Tingkat UAKPA
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggungjawab atas anggaran yang
diberikan.

Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis
kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Audited telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini
adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan
Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan
akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangam badan pengawas pemilihan umum provinsi Sumatera barat adalah
sebagai berikut:
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1. Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).

b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset,
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

d. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

a.

Aset Lancar

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Piutang diakui apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:
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a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) iutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang
menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian
yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya
bisa diukur dengan andal

3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh

tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Pengitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

2. Piutang telah diserahkan kepada panitia
urusan piutang negara/DJKN

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh 0.5 persen
tempo
Kurang Lancar Satu bulag terhitung sejak tanggal surat tagihan 10 persen
pertama dilakukan pelunasan
. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan
Diragukan kedua tidak dilakukan pelunasan S0 persen
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat
tagihan ketiga tidak dilakuk \
Macet agihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 100 persen

4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

b. Aset Tetap

1) Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau
lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi
ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas
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C.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN / BMD.

Penyusunan Aset Tetap

1))

2)

3)

4)

5)

Penyusutan aset tetap adalah penyesuain nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a) Tanah

b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Barupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 5.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4  tahun
d. Piutang Jangka Panjang
1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

2)

diaharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih
dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan  Penjualan  Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan
nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

1)

2)

3)

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset
Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketga
(kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset
Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketga
(kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
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4)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan
masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa
Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset
Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel
masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

Software 4 Tahun

Franchise 5 Tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, 10 Tahun

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, 20 Tahun

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas 25 Tahun

Tanaman Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku 50 Tahun

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 Tahun

6) Aset lain lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban
a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.

1)

2)

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan Atas Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 Audited



Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Audited

B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera
Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak
9 (sembilan) kali dari DIPA awal. Pelaksanaan revisi tersebut disebabkan oleh:

1. Penghematan belanja negara atas tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2025 perihal Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

2. Penambahan anggaran hibah dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun
2024; dan

3. Penambahan anggaran hibah untuk pelaksanaan pengawasan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) tahun 2025.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah
sebagai berikut:

Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran

31 Desember 2025
Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah Revisi
(Rp) (Rp)
Pendapatan:
Penerimaan Negara Bukan Pajak 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
Belanja:
Belanja Pegawai 29.359.568.000,00 45.135.074.000,00
Belanja Barang 32.101.085.000,00 44.419.882.000,00
Belanja Modal 0,00 141.000.000,00
Jumlah Belanja 61.460.653.000,00 89.695.956.000,00
Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025
No. DIPA Tanggal DIPA Pagu

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 2 Desember 2024 61.460.653.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 21 Februari 2025 38.083.053.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 5 April 2025 65.905.303.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 24 April 2025 67.617.592.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 10 Juli 2025 80.973.916.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

21 Juli 2025

78.625.947.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

3 Oktober 2025

78.671.184.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

17 Oktober 2025

78.671.184.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

4 November 2025

89.695.956.000

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

11 Desember 2025

89.695.956.000

Berikut alasan dilakukannya revisi sebagai berikut:

Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025

No. DIPA

Tanggal DIPA

Pagu

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

2 Desember 2024

DIPA awal

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

21 Februari 2025

Revisi Pengurangan/Efisiensi
Perjalanan Dinas 50%

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

5 April 2025

Revisi Pencantuman Anggaran
Hibah Tahun 2025 di SAKTI
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B.1

No. DIPA

Tanggal DIPA

Pagu

dan Halaman III DIPA Rencana
Penarikan Dana (RPD) Triwulan
11

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

24 April 2025

Revisi Penyesuaian Anggaran
Hibah Tahun 2025 di SAKTI

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

10 Juli 2025

Revisi Penambahan Belanja
Pegawai Kekurangan Gaji dan
Tunjangan PNS dan PPPK
Eksisting, penambahan Belanja
Barang Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran serta
Kegiatan Penguatan
Kelembagaan

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

21 Juli 2025

Revisi Penyesuaian Anggaran
Hibah Tahun 2025 di SAKTI

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

3 Oktober 2025

Revisi Penambahan Anggaran
Prioritas Nasional 7014.QIC
Pemutakhiran Daftar Pemilih
Tetap Berkelanjutan, 7013.QDB
Pengawasan Partisipatif,
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran, dan Pecah DIPA 8
Satker Baru Bawaslu
Kabupaten/Kota Satker

Revisi Kanwil Penyesuaian
Halaman IIT DIPA Rencana

SP DIPA-115.01.2.686218/2025 17 Oktober 2025 Penarikan Dana (RPD) Triwulan
v
Revisi Penambahan Belanja
Pegawai Kekurangan Gaji dan
SP DIPA-115.01.2.686218/2025 4 November 2025

Tunjangan CPNS dan PPPK
Tahun 2025

SP DIPA-115.01.2.686218/2025

11 Desember 2025

Revisi Optimalisasi Anggaran
Penguatan Kelembagaan dan
Operasinonal dan Pemeliharaan
Perkantoran

Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2025
adalah sebesar Rp106.565.853,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi
pendapatan satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

adalah sebagai berikut:

Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

31 Desember 2025

Uraian Estimasi Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.
Eii‘;ip;zzkp enerimaan Negara 0,00 | 106.565.853,00 -
Total Pendapatan Kotor 0,00 106.565.853,00 -
Pengembalian Pendapatan 0,00 0,00 -
Total Pendapatan 0,00 106.565.853,00 -

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp106.565.853,00
merupakan PNBP Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari
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Jasa Giro dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp141.379,00 merupakan pendapatan jasa
giro yang disetorkan ke kas negara yang terdiri dari:

Tabel B.5 Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
per 31 Desember 2025

Jumlah
No. Tanggal Keterangan NTPN (Rp)
1 3 Februari | Pendapatan Jasa 515A87QLV243119L 140.054,00
2025 Giro RDP Kab
Dharmasraya
2 29 April Pendapatan Jas FD4553CIFTERIBIS 760,00
2025 Giro Hibah
Panwascam
Padang Panjang
Barat
3 30 April Pendapatan Jasa S0ES91JNG8A20BPS 565,00
2025 Giro Hibah
Panwascam
Padang Panjang
Timur
Total 141.379,00

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Satker
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp106.424.474,00 merupakan
pengembalian belanja barang tahun 2024 atas temuan BPK dan kelebihan
pembayaran belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.6 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

Jumlah

No. Tanggal NTPN (Rp)
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 19.127.394,00
1 7 Januari 2025 6875E48VVNNMGMUO 2.654.994,00
2 6 November 2025 CF8523CIFU32G5UD 16.472.400,00
Bawaslu Kab. Solok 40.905.132,00
1 | 27Maret2025 | 2DA4855DFIGIF970 40.905.132,00
Bawaslu Kota Pariaman 5.425.000,00
1 | 14Mei2025 |  9B0021GCDDDKD26L 5.425.000,00
Bawaslu Kota Solok 18.149.439,00
1 | 13Maret2025 | 5D81F2G5020SFIV5 18.149.439,00
Bawaslu Kabupaten Mentawai 20.407.811,00
1 23 April 2025 7EDA67QLV2AFOU61 14.129.811,00
2 29 Juli 2025 240AA2G5035EPAOQ 3.428.000,00
3 5 November 2025 9199455DFJ7TNVMBL 2.850.000,00
Bawaslu Kab. Agam 2.270.494,00
1 | 25mli2025 | 55F2FONAOEOGICRJ 2.270.494,00
Bawaslu Kota Bukittinggi 89.204,00
1| 14Mei2025 | FSEDD2G502VIFCTR 89.204,00
Bawaslu Kota Padang panjang 50.000,00
1| 29Mei2025 |  AF96C48VVOA47RIGB 50.000,00

Total 106.424.474,00

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan
31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 84,97% diakibatkan oleh:
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1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin mengalami penurunan karena
tidak terdapat lelang Barang Milik Negara yang dilakukan per 31 Desember
2025;

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) mengalami penurunan
karena pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum yang sudah berakhir sehingga
tidak terdapat saldo kas pada Rekening Dana Pemilu yang menimbulkan jasa
giro;

3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami
penurunan karena sisa LS Bendahara untuk dana pemilu sudah disetorkan ke
kas negara di tahun 2024.

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi o, Naik
Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 D)
(Rp) (Rp)
Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin 0,00 13.222.184,00 | (100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga
Keuangan (Jasa Giro) 0,00 3.326.842,00 | (100,00)
Pendapatan Denda
Penyelesaian Pekerjaan 0,00 449.592,00 | (100,00)
Pemerintah
Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang 106.424.474,00 691.209.675,00 (84,60)
Lalu
Total Pendapatan Kotor 106.424.474,00 708.208.293,00 (84,97)
Pengembalian Pendapatan 0,00 0,00 -
Total 106.424.474,00 708.208.293,00 (84,97)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember
2025 adalah sebesar Rp83.438.367.258,00 atau 93,02% dari anggaran belanja
sebesar Rp89.695.956.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31
Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.
Belanja Pegawai 45.135.074.000,00 40.906.190.453,00 90,63
Belanja Barang 44.419.882.000,00 42.396.260.560,00 95,44
Belanja Modal 141.000.000,00 140.708.400,00 99,79
Total Belanja Kotor 89.695.956.000,00 83.443.159.413,00 93,03
Pengembalian Belanja 0,00 (4.792.155,00) -
Total Belanja 89.695.956.000,00 83.438.367.258,00 93,02

Realisasi belanja untuk per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar
75,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penghematan belanja negara atas tindak lanjut Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 perihal Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; dan

2. Telah berakhirnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum
(Pemilu) tahun 2024 dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun

2024.

Tabel B.9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi q
. % Naik
Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Turun)
(Rp) (Rp)

Belanja Pegawai 40.906.190.453,00 24.403.408.115,00 67,62
Belanja Barang 42.396.260.560,00 317.959.818.705,00 (86,67)
Belanja Modal 140.708.400,00 6.649.389.700,00 (97.,88)
Total Belanja Kotor 83.443.159.413,00 349.012.616.520,00 (76,09)
Pengembalian Belanja (4.792.155,00) (3.000.018.233,00) (99,84)
Total Belanja 83.438.367.258,00 346.012.598.287,00 (75,89)

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp83.438.367.258,00 merupakan hasil
pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp83.443.159.413,00 dikurangi
pengembalian belanja Rp4.792.155,00. Rincian realisasi belanja per 31 Desember
2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.10 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Pengembalian
Belanja

Rp)
40.906.190.453,00 (2.581.028,00)
42.396.260.560,00 (2.211.127,00)

140.708.400,00 0,00
83.443.159.413,00 (4.792.155,00)

Realisasi
(Rp)

Belanja Netto
(Rp)
40.903.609.425,00
42.394.049.433,00

140.708.400,00
83.438.367.258,00

Uraian

Belanja Pegawai

Belanja Barang
Belanja Modal
Total Belanja

Pengembalian Belanja sebesar Rp4.792.155,00 merupakan pengembalian
kelebihan belanja tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.11 Rincian Pengembalian Belanja Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025

No Kode Uraian Jumlah (Rp)

1 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 828,00
2 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.100.000,00
3 511151 | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 1.480.200,00
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai 2.581.028,00
1 521111 Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran 727,00
) 521115 Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan 247.000,00

Kerja

3 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.400,00
4 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.800.000,00
Jumlah Pengembalian Belanja Barang 2.211.127,00
Total Pengembalian Belanja 4.792.155,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai
dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.903.609.425,00 atau 90,62% dari
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realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.
E;lgma Gaji dan Tunjangan 6.583.467.000,00 |  5.002.335.281,00 75,98
Belanja Gaji dan Tunjangan 10.925.969.000,00 | 10.893.792.510,00 99,71
Pejabat Negara
Belanja Gaji dan Tunjangan 12.292.097.000,00 | 11.105.068.351,00 90,34
PPPK
Belanja Lembur 1.841.762.000.,00 919.463.000,00 49.92
Belanja Tunj. Khusus & Belanja | 5 151 529 000,00 | 12.985.531.311,00 96,25
Pegawai Transito
Jumlah Belanja Kotor 45.135.074.000,00 | 40.906.190.453,00 90,63
Pengembalian Belanja Pegawai 0,00 (2.581.028,00) -
lah Belanja P i

;‘:‘t‘:oa clamja Fegawal 45.135.074.000,00 | 40.903.609.425,00 90,62

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

adalah masing-masing sebesar Rp40.903.609.425,00 dan Rp24.403.406.184,00
dengan kenaikan sebesar 67,61%. Hal ini disebabkan oleh:

1.

Adanya pengangkatan CPNS dan pelantikan PPPK berbagai formasi pada
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat;
Penetapan mutasi PNS Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat menjadi PNS Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat;

Terdapat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (KP) bagi PNS
di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi
Sumatera Barat; dan

Terdapat pelantikan pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat.

Adapun perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 % Naik

(Rp) (Rp) (Turun)

E;lgnja Gaji dan Tunjangan 5.002.335.281,00 2.920.854.081,00 71.26

Belanja Gaji dan Tunjangan 10.893.792.510,00 | 10.840.240.261,00 0.49

Pejabat Negara

Belanja Gaji dan Tunjangan 11.105.068.351,00 4.094.706.324,00 | 17121

PPPK

Belanja Lembur 919.463.000,00 234.092.000.00 | 292.78

Belanja Tunj. Khusus & 12.985.531.311,00 6.313.515449.00 |  105.68

Belanja Pegawai Transito

Jumlah Belanja Kotor 40.906.190.453,00 | 24.403.408.115,00 67,62

Pengembalian Belanja 133.562,
2.581.02 1.931

Pegawai (2.581.028,00) (1.931,00) o

Jumlah Belanja Netto 40.903.609.425,00 | 24.403.406.184,00 67,61
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Realisasi  belanja  pegawai per 31 Desember 2025  sebesar
Rp40.903.609.425,00 dengan kenaikan sebesar 67,61% seluruhnya berasal dari
rupiah murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji PNS, CPNS, dan PPPK bulan Januari s.d Desember 2025;

2. Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional PNS dan PPPK bulan
Januari s.d Desember 2025;

3. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS, CPNS, dan PPPK bulan Januari s.d
Desember 2025;

4. Pembayaran Uang Makan PNS, CPNS, dan PPPK bulan Januari s.d Desember
2025;

5. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS, CPNS, dan PPPK
bulan Januari s.d Desember 2025;

6. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat bulan Januari s.d Desember 2025;

7. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas PNS dan PPPK tahun 2025;

8. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2025.

Belanja pegawai sebesar Rp40.903.609.425,00 merupakan hasil pengurangan
dari realisasi belanja pegawai bruto sebesar Rp40.906.190.453,00 dikurangi
pengembalian belanja sebesar Rp2.581.028,00.

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.581.028,00 dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel B.14 Rincian Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Jumlah
(Rp)

1 08 Mei 25 250101303001112 50,00 | Pengembalian 511119

atas kekurangan Gaji

PNS Bulan April 2025

2 02 Mei 25 250101303000982 70,00 | Pengembalian 511119
atas kekurangan gaji
PNS Bulan April 2025

3 02 Mei 25 250101303000985 538,00 | Pengembalian 511119
kekurangan gaji PNS
Bulan Desember 2024
s.d April 2025

4 02 Mei 25 250101303000983 96,00 | Pengembalian 51119
atas kekurangan THR
TA 2025

5 02 Mei 25 250101303000984 38,00 | Pengembalian 51119
atas kekurangan THR
TA 2025

6 02 Mei 25 250101303000985 185.000,00 | Pengembalian 511151
kekurangan tunj.
Fungsional PNS Bulan
April 2025

7 08 Mei 25 250101303001113 740.200,00 | Pengembalian 511151
kekurangan tunj.

Struktural PNS Bulan
Februari s.d Mei 2025

No. Tanggal NTPN/No. SP2D Keterangan
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No. Tanggal NTPN/No. SP2D J‘(‘;"’;h Keterangan
P
8 14 Mei 25 250101303001156 185.000,00 | Pengembalian 511151
kekurangan tunj.
Struktural PNS pada
pembayaran THR TA
2025
9 | 22 Agustus 2025 | 259991330162637 1.100.000,00 | Pengembalian 511124
kekurangan gaji PNS
10 | 21 Agustus 2025 | 259991330160749 36,00 | Pengembalian 511119
kekurangan gaji 13
PNS
11 | 22 Agustus 2025 | 259991330162636 185.000,00 | Pengembalian 511151
kekurangan gaji 13
PNS
12 12 November 259991330378535 185.000,00 | Pengembalian 511151
2025 kekurangan gaji PNS
Total 2.581.028,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sampai
dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.394.049.433,00 atau 95,44% dari
anggaran belanja barang sebesar Rp44.419.882.000,00. Rincian anggaran dan

realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.

Belanja Barang Operasional 7.064.898.000,00 6.469.840.978,00 91,58
Belanja Barang Non 9.345.785.000,00 8.547.435.693,00 91,46
Operasional

Belanja Persediaan 58.123.000,00 55.298.200,00 95,14
Belanja Jasa 4.732.740.000,00 4.334.750.601,00 91,59
Belanja Pemeliharaan 981.777.000,00 858.036.325,00 87,40
Belanja Perjalanan Dalam 22.236.559.000,00 |  22.130.898.763,00 99,52
Negeri

Jumlah Belanja Kotor 44.419.882.000,00 42.396.260.560,00 95,44
Pengembalian Belanja 0,00 (2.211.127,00) -
Jumlah Belanja 44.419.882.000,00 42.394.049.433,00 95,44

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah
sebesar Rp42.394.049.433,00 dan Rp314.959.802.403,00. Realisasi belanja
barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 86,54% dari realisasi
belanja barang per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya penghematan belanja negara atas tindak lanjut Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 perihal Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; dan

2. Telah berakhirnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum
(Pemilu) tahun 2024 dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun
2024.
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Tabel B.16 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | o, Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Belanja Barang Operasional 6.469.840.978,00 | 32.714.247.009,00 | (80,22)
Belanja Barang Non Operasional 8.547.435.693,00 | 119.051.439.891,00 | (92,82)
Belanja Persediaan 55.298.200,00 66.423.804,00 (16,75)
Belanja Jasa 4.334.750.601,00 26.799.636.137,00 (83,83)
Belanja Pemeliharaan 858.036.325,00 2.158.638.077,00 (60,25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 22.130.898.763,00 | 137.169.433.787,00 (83,87)
Jumlah Belanja Kotor 42.396.260.560,00 | 317.959.818.705,00 (86,67)
Pengembalian Belanja (2.211.127,00) | (3.000.016.302,00) |  (99,93)
Jumlah Belanja 42.394.049.433,00 | 314.959.802.403,00 (86,54)

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.394.049.433,00
bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp16.211.822.968,00 dan hibah
langsung dalam negeri (HDN) sebesar Rp26.182.226.465,00 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Rupiah Murni (RM)

Realisasi belanja barang bersumber rupiah murni (RM) per 31 Desember
2025 sebesar Rp16.211.822.968,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni yang
dipergunakan untuk:

a. Pemenuhan kebutuhan layanan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera
Barat;

b. Pelaporan hasil pencegahan/pengawasan pemilu;

c. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sumatera Barat;

d. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi
publik;

e. Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

f. Pembayaran gaji, THR, dan Gaji 13 PPNPNS Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat bulan Januari s.d Desember
2025;

g. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat;

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat;

i. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat;

J.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat;

k. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat; dan

l.  Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat;

Realisasi belanja barang sumber rupiah murni (RM) dapat dirincikan
sebagai berikut:
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Tabel B.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Sumber Rupiah Murni (RM) per 31 Desember 2025

Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.

Belanja Keperluan Perkantoran 5.994.382.000,00 5.443.389.393,00 90,81
Belanja Honor Operasional 422.107.000,00 420.014.000,00 99,50
Satuan Kerja
Belanja Barang Operasional 412.247.000,00 396.972.011,00 96,29
Lainnya
Belanja Bahan 493.182.000,00 463.660.000,00 94,01
Belanja Barang Persediaan 58.123.000,00 55.298.200,00 95,14
Barang Konsumsi
Belanja Langganan Listrik 488.452.000,00 317.687.856,00 65,04
Belanja Langganan Telepon 8.400.000,00 7.528.723,00 89,63
Belanja Langganan Air 64.575.000,00 33.449.303,00 51,80
Belanja Sewa 2.073.085.000,00 2.072.445.000,00 99,97
Belanja Jasa Profesi 232.210.000,00 231.600.000,00 99,74
Belanja Pemeliharaan Gedung 107.306.000,00 105.864.885,00 98,66
dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralatan 839.149.000,00 719.203.640,00 85,71
dan Mesin
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.694.584.000,00 4.626.657.930,00 98,55
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 176.670.000,00 174.854.800,00 98,97
Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket 1.073.009.000,00 1.047.778.054,00 97,65
Meeting Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket 95.831.000,00 95.830.300,00 100,00
Meeting Luar Kota
Jumlah Belanja Kotor 17.233.312.000,00 | 16.212.234.095,00 94,07
Pengembalian Belanja 0,00 (411.127,00) -
Jumlah Belanja 17.233.312.000,00 | 16.211.822.968,00 94,07

2. Hibah Langsung Dalam Negeri (HDN)

Realisasi belanja barang bersumber hibah langsung dalam negeri (HDN)
per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.182.226.465,00 seluruhnya berasal dari
hibah yang dipergunakan untuk:

a. Pelaksanaan tahapan pengawasan dalam rangka pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil

Bupati tahun 2024; dan
b. Pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025.

Realisasi belanja barang sumber hibah langsung dalam negeri (HDN)
dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel B.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Sumber Hibah Langsung Dalam Negeri (HDN) per 31 Desember 2025

Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.
Belanja Keperluan Perkantoran 166.002.000,00 140.545.574,00 84,66
Belanja Honor Operasional 70.160.000,00 68.920.000,00 98,23
Satuan Kerja
Belanja Bahan 1.872.102.000,00 1.111.259.393,00 59,36
Belanja Honor Output Kegiatan 6.952.976.000,00 6.945.005.500,00 99,89
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Uraian Anggaran Realisasi % Real
(Rp) (Rp) Angg.

Be'lanJa Barang Non Operasional 27.525.000,00 27.510.800,00 99,95
Lainnya
Belanja Langganan Listrik 33.479.000,00 29.411.668,00 87,85
Belanja Langganan Telepon 9.000.000,00 6.422.347,00 71,36
Belanja Langganan Air 12.074.000,00 8.704.325,00 72,09
Belanja Sewa 1.508.005.000,00 1.348.623.379,00 89,43
Belanja Jasa Profesi 240.660.000,00 216.078.000,00 89,79
Belanja Jasa Lainnya 62.800.000,00 62.800.000,00 100,00
dB:rllaﬁ:sfjmehharaan Peralatan 35.322.000,00 32.967.800,00 P34
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.755.096.000,00 9.751.636.662,00 99,96
Ezltznja Perjalanan Dinas Dalam 1.690.830.000,00 1.689.415.700,00 9992
Belanja Perjalanan Dinas Paket 4.439.569.000,00 4.434.238.800,00 9988
Meeting Dalam Kota
Belarpa Perjalanan Dinas Paket 310.970.000,00 310.486.517.00 99,84
Meeting Luar Kota
Jumlah Belanja Kotor 27.186.570.000,00 26.184.026.465,00 96,31
Pengembalian Belanja 0,00 (1.800.000,00) -
Jumlah Belanja 27.186.570.000,00 26.182.226.465,00 96,31

Belanja barang sebesar Rp42.394.049.433,00 merupakan hasil pengurangan
dari realisasi belanja barang bruto sebesar Rp42.396.260.560,00 dikurangi
pengembalian belanja barang sebesar Rp2.211.127,00. Adapun rincian
pengembalian belanja barang adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp767,00 merupakan
pengembalian atas belanja barang tahun anggaran berjalan.

Tabel B.19 Rincian Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran

No.| Tanggal NTPN/No. SP2D Jumlah i
(Rp)
1 | 19Mei2025 | 7BCDB2CPT8306G1K 727,00 | Pengembalian TAB
Kota Bukittinggi
Total 727,00

2. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp247.000,00
merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran berjalan.

Tabel B.20 Rincian Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

No. Tanggal NTPN/No. SP2D L Keterangan
(Rp)
1 | 307uli2025 | F28C60JUTKT40RMH 247.000,00 | Lergembalian TAB
Kota Pariaman
Total 247.000,00

3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp163.400,00
merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran berjalan.
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Tabel B.21 Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa

No.| Tanggal NTPN/No. SP2D Jumlah i
(Rp)
1| 14Mei2025 | 49AFFOJUTISNMSTK 4.000,00 | Pengembalian TAB
Kota Bukittinggi
o | 2OASUSWS | ps6A4SKT0234STV 159.400,00 | engembalian TAB
2025 Provinsi
Total 163.400,00

4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar
Rp1.800.000,00 merupakan pengembalian atas belanja barang tahun anggaran

berjalan.

Tabel B.22 Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota

No. Tanggal NTPN/No. SP2D Jl(lgl?h Keterangan
p
p | 19September | o haskTOVOCDAM | 1.800.000,00 | Lengembalian TAB
2025 Provinsi
Total 1.800.000,00

B.5 Belanja Modal

Realiasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp140.708.400,00 atau 99,79% dari anggaran belanja sebesar Rp141.000.000,00.
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

) 2025 — % Real
Uraian Anggaran Realisasi s
(Rp) (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 141.000.000,00 140.708.400,00 99,79
Jumlah Belanja Kotor 141.000.000,00 140.708.400,00 99,79
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 -
Total 141.000.000,00 140.708.400,00 99,79

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp140.708.400,00 seluruhnya berasal dari
sumber dana rupiah murni. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing masing
Rp6.649.389.700,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami
penurunan sebesar 97,88% disebabkan atas tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2025 perihal Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

sebesar Rp140.708.400,00 dan

Tabel B.24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi q
. % Naik
Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024
(Turun)
(Rp) (Rp)
Belanja Modal Peralat
clanja Modal Peralatan dan 141.000.000,00 |  6.499.592.500,00 (97,83)
Mesin
Belanja Modal Gedung dan 149.797.200,00 (100,00
Bangunan
Jumlah Belanja Kotor 141.000.000,00 6.649.389.700,00 97,88)
Pengembalian Belanja 0,00 0,00 -
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Realisasi .
. % Naik
Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024
(Turun)
(Rp) (Rp)
Total 141.000.000,00 6.649.389.700,00 (97,88)

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 sebesar Rp140.708.400,00
dibelanjakan untuk:

Tabel B.25 Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2025

No Nama Barang Kuantitas Jumlah (Rp) Peruntukan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 Meja Kerja Kayu 1 9.750.000,00 | Provinsi

2 A.C. Split 3 17.982.000,00 | Provinsi

3 Camera Digital 1 45.000.000,00 | Provinsi

4 Lap Top 4 67.976.400,00 | Provinsi
Total 9 140.708.400,00
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C.1

C.2

C3

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp58.990.050.061,00. Kas
Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan
berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Rincian sumber Kas Lainnya dan
Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.1 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 0,00 62.210.938,00
Kas Lainnya di Kementerian
Negara/Lembaga dari Hibah

Total 0,00 | 58.990.050.061,00

Keterangan

0,00 | 58.927.839.123,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar
Rp58.990.050.061,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024

31 Desember 2024
Keterangan
(Rp)

Rekening Koran RPDHL dan RPDH 58.815.164.358,00
Kas Tunai di BPP 169.338.033,00
Utang Pajak Yang Belum Disetorkan ke 5.547.700,00
Negara

Total Kas Lainnya dan Setara Kas 58.990.050.091,00
Kas Lainnya dan Setara Kas di Neraca 58.990.050.061,00
Selisih (Pembulatan) 30,00

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp637.683.333,00. Belanja
dibayar dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih harus diterima setelah
tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh
namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
pada Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan belanja sewa
kendaraan dan sewa rumah dinas jabatan yang telah berakhir masa sewanya di
bulan September 2025.

Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.339.439.000,00 dan
Rp1.339.439.000,00. Rincian saldo Tanah sebesar Rp1.339.439.000,00 adalah
sebagai berikut:
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C4

Tabel C.3 Tanah per 31 Desember 2025

Jumlah

No. Kode Nama Barang Kuantitas | Satuan
(Rp)

Tanah Bangunan Kantor

. 1.962 M? 1.339.439.000,00
Pemerintah

1 2010104001

Total 1.962 1.339.439.000,00

Tanah yang dikuasai oleh Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berlokasi
di Jalan Pramuka No. 11 Kota Padang dan Jalan Parak Anau No. 22, Tabing Kota
Padang.

Sedangkan rincian mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2024 Rp 1.339.439.000,00
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2025 Rp 1.339.439.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp (0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 1.339.439.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Tanah per 31 Desember
2025.

Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.667.585.341,00 dan
Rp20.531.848.941,00.

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.667.585.341,00 secara lengkap
dijelaskan pada Lampiran I.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 Rp 20.531.848.941,00
Mutasi tambah:

Pembelian Rp 140.708.400,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rp 500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 141.208.400,00
Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan Rp (3.000.000,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rp (2.472.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang Rp (5.472.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025 Rp 20.667.585.341,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp (15.321.159.703,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 5.346.425.638,00

Selama tahun 2025 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah mengajukan
permohonan penetapan status penggunaan untuk BMN perolehan tahun 2024,
sedangkan BMN perolehan tahun 2025 baru diajukan permohonan penetapan
status penggunaan di tahun 2026. Permohonan Penetapan Status Penggunaan dapat
dirincikan sebagai berikut:
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Tabel C.4 Rincian Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN

T 1 t
Nomor dan Tanggal Sura Nomor dan Tanggal Penetapan . Jumlah Tahun
Permohonan Penetapan Status Jenis BMN Peruntukan
No. Status Penggunaan BMN BMN | Perolehan
Penggunaan BMN
Nomor Tanggal Nomor Tanggal
4
B- 28 Oktober . o
1 384/PL.07/SB/10/2025 2005 164/MK/KNL.0301/2025 | November | Station Wagon 6 2024 Provinsi
2025
Lemari Besi/Metal 2 2024 Kab Agam dan
Pessel
Mesin Absensi 18 2024 Kabupaten/Kota
Meja Kerja Kayu 2 2024 Provinsi
Kursi Besi/Metal 2 2024 Provinsi
Sice ) 2004 Kab Solok dan Kota
Solok
Meja Rapat 1 2024 Kab Pessel
Sofa 2 2024 Provinsi
Lemari Es 1 2024 Kota Bukittinggi
A.C. Split 42 2024 Kabupaten/Kota
) B- 23 Oktober S PL0O/K 1012026 7 Januari Exhagse Fan 2 2024 Kab Solok
373/PL.O7/SB/10/2025 | 2025 ' 2026 | Televisi ! 2024 Kab Pessel
Kab Solok, Kota
Dispenser 5 2024 Solok, dan Kota
Bukittinggi
Camera Digital 1 2024 Kota Sawahlunto
Provinsi dan
Lap T 160 2024
ap 1op Kabupaten/Kota
Printer (Peralatan Provinsi dan
Personal 58 2024 M
Kabupaten/Kota
Komputer)
Scanner (Peralatan Provinsi dan
Personal 21 2024 v
Kabupaten/Kota
Komputer)

Mutasi Tambah:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 sebesar
Rp140.708.400,00 yang berasal dari:

Tabel C.5 Pembelian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Akun

Jumlah
No. Kode Nama
(Rp)
1 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.708.400,00
Total 140.708.400,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.708.400,00 terdiri

atas:
Tabel C.6 Pembelian Peralatan dan Mesin
Jumlah
No. Kode Nama Baran Kuantitas
8 (Rp)
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 3050201002 | Meja Kerja Kayu 1 9.750.000,00
2 3050204004 | A.C. Split 3 17.982.000,00
3 3060102128 | Camera Digital 1 45.000.000,00
4 3100102002 | Lap Top 4 67.976.400,00
Total 140.708.400,00
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CS

2.

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp500.000,00 merupakan
koreksi pencatatan nilai bertambah atas A.C. Split yang semula dicatat sebesar
Rp6.500.000,00 dikoreksi nilainya menjadi Rp7.000.000,00 sesuai dengan
Surat Keterangan nomor B-491/PL.09/SB/12/2025 tanggal 23 Desember
2025.

Mutasi Kurang:

1.

Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.000.000,00 merupakan koreksi atas kelebihan
pencatatan sebanyak 2 (dua) unit Printer (Peralatan Personal Komputer) sesuai
dengan Surat Keterangan nomor B-279/PL.08/SB/08/2025 tanggal 20 Agustus
2025.

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp2.472.000,00 merupakan
koreksi pencatatan nilai berkurang atas BMN Bawaslu Provinsi Sumatera
Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.7 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Peralatan dan Mesin

Koreksi Nilai
No. Kode Nama Barang Berkurang Surat Keterangan
(Rp)
B-491/PL.09/SB/12/2025
1 3050204004 | A.C. Split 500.000,00 | tanggal 23 Desember
2025
B-479/PL.09/SB/12/2025
2 3060102118 | Head Set 1.972.000,00 | tanggal 16 Desember
2025
Total 2.472.000,00

Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.920.835.856,00

dan

Rp2.920.835.856,00. Rincian Gedung dan Bangunan sebesar

Rp2.920.835.856,00 adalah sebagai berikut:

Tabel C.8 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No.

Jumlah

Kode Nama Baran Kuantitas
& (Rp)

Bangunan Gedung Kantor

4010101001
Permanen

2 2.920.835.856,00

Total 2.920.835.856,00

Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Satker Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat berlokasi di Jalan Pramuka No. 11 Kota Padang dan Jalan Parak Anau No.
22, Tabing Kota Padang.

Sedangkan untuk mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2024 Rp 2.920.835.856,00
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:
Saldo per 31 Desember 2025 Rp 2.920.835.856,00
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C.6

C.7

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp (874.891.190,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 2.045.944.666,00

Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Gedung dan Bangunan per
31 Desember 2025.

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,
dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
masing-masing adalah sebesar Rp4.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 dengan
rincian sebagai berikut:

Tabel C.9 Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Nama Baran 31 Desember 2025 31 Desember 2024

8 (Rp) (Rp)
6010303001 | Lukisan Kanvas 4.000.000,00 4.000.000,00
Total 4.000.000,00 4.000.000,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2024 Rp 4.000.000,00
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2025 Rp 4.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp (0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 4.000.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapastitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi
Dalam Pengerjaan (KDP).

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp16.196.050.893,00 dan
Rp14.030.329.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.10 Perbandingan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No Aset Tetap 31 Desember 2025 31 Desember 2024
. (Rp) (Rp)
1 Tanah 0.00 0,00
2| Peralatan dan Mesin 15.321.159.703,00 13.224.022.439,00
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No. Aset Tetap 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)
3 Gedung dan Bangunan 874.891.190,00 806.306.838,00
Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Total 16.196.050.893,00 14.030.329.277,00

Berikut disajikan rangkuman akumulasi penyusutan aset tetap per 31
Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akum Penyusutan Nilai Buku
] (Rp) (Rp) (Rp)

1| Tanah 1.339.439.000,00 0,00 | 1.339.439.000,00

2 | Peralatan dan Mesin | 20.667.585.341,00 | (15.321.159.703,00) |  5.346.425.638,00

3 | Gedungdan 2.920.835.856,00 (874.891.190,00) | 2.045.944.666,00

Bangunan

4 | Aset Tetap Lainnya 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Total 24.931.860.197,00 | (16.196.050.893,00) | _ 8.735.809.304,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar
Rp16.196.050.893,00 secara detail dijelaskan pada Lampiran II.

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki,
tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Nilai aset Tak Berwujud (ATB) per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp108.914.500,00 dan Rp708.749.970,00.

Aset Tak Berwujud pada Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam
klasifikasi aset berupa Software Komputer (Website) yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor. Adapun nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember

2025 sebagai berikut:

Tabel C.12 Rincian Aset Tak Berujud per 31 Desember 2025

Kode Nama Barang Kuantitas Jumlah (Rp)
8010101001 Software Komputer 6 108.914.500,00
Total 6 108.914.500,00

Aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat sebesar
Rp50.849.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.13 Daftar Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
per 31 Desember 2025

Bawaslu Kabupaten/Kota Alamat ID Jumlah
(Rp)
Kabupaten Padang Pariaman padangpariaman.bawaslu.go.id 17.000.000,00
Kabupaten Tanah Datar tanahdatar.bawaslu.go.id 16.800.000,00
Kabupaten Solok solokkab.bawaslu.go.id 17.049.500,00
Total 50.849.500,00

2. Pengadaan Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp58.065.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel C.14 Daftar Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
per 31 Desember 2025

Bawaslu Kabupaten/Kota Alamat ID Jumlah
(Rp)
Kabupaten Padang Pariaman | https:/ppid.padangpariaman.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Pesisir Selatan https://ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Tanah Datar https://ppid.tanahdatar.bawaslu.go.id 19.455.000,00
Total 58.065.000,00

C9

Rincian lebih lanjut terkait mutasi aset tak berwujud sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 Rp 708.749.970,00
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:

Penghentian Aset dari Penggunaan Rp (599.835.470,00)
Saldo per 31 Desember 2025 Rp 108.914.500,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2025 Rp (108.914.500,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 0,00

Terdapat mutasi kurang untuk Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
sebesar Rp599.835.470,00 atas penghentian aset dari penggunaan sesuai dengan
surat keterangan penghentian penggunaan barang milik negara nomor B-
002/PL.08/SB/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.15 Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan per 31 Desember 2025

Kode Nama Barang Kuantitas Jumlah (Rp)
8010101001 Software Komputer 33 599.835.470,00
Total 33 599.835.470,00

Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp599.835.470,00 dan Rp0,00. Rincian Aset Lain-lain
adalah sebagai berikut:

Tabel C.16 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Kode | Nama Barang Kuantitas Jumlah (Rp)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
8010101001 | Software Komputer 33 599.835.470,00
Total 33 599.835.470,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan
alamat ID https://ppid-sumbar.bawaslu.go.id/ sebesar Rp19.316.000,00.

2. Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat sebesar
Rp270.475.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.17 Daftar Website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Aset Lain-lain
per 31 Desember 2025

Bawaslu Kabupaten/Kota Alamat ID Jumlah

(Rp)
Kabupaten Agam https://agam.bawaslu.go.id/ 17.100.000,00
Kabupaten Pesisir Selatan https://pesisirselatan.bawaslu.go.id/ 15.749.090,00
Kabupaten Limapuluh Kota https://50kota.bawaslu.go.id/ 17.040.000,00
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Bawaslu Kabupaten/Kota Alamat ID Jumlah
(Rp)

Kabupaten Pasaman https://pasaman.bawaslu.go.id/ 17.024.000,00
Kabupaten Dharmasraya https://dharmasraya.bawaslu.go.id/ 17.500.000,00
Kabupaten Sijunjung https://sijunjung.bawaslu.go.id/ 16.800.000,00
Kabupaten Solok Selatan https://solokselatan.bawaslu.go.id/ 16.800.000,00
Kabupaten Pasaman Barat https://pasamanbarat.bawaslu.go.id/ 15.000.000,00
Kabupaten Kep. Mentawai https://mentawai.bawaslu.go.id 20.000.000,00
Kota Padang https://padang.bawaslu.go.id/ 15.400.000,00
Kota Payakumbuh https://payakumbuh.bawaslu.go.id/ 16.642.400,00
Kota Pariaman https://pariaman.bawaslu.go.id/ 17.600.000,00
Kota Sawahlunto https://sawahlunto.bawaslu.go.id/ 14.300.000,00
Kota Bukittinggi http://bukittinggi.bawaslu.go.id/ 17.000.000,00
Kota Padang Panjang https://padangpanjang.bawaslu.go.id/ 17.050.000,00
Kota Solok http://solokkota.bawaslu.go.id 19.470.000,00

Total 270.475.490,00

3. Pengadaan Website  PPID  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebesar
Rp310.043.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.18 Daftar Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Aset Lain-lain
per 31 Desember 2025

Bawaslu Kabupaten/Kota Alamat ID Jumlah
(Rp)
Kabupaten Agam https://ppid.agam.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Solok https://ppid.solokkab.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Limapuluh Kota https://ppid.50kota.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Pasaman https://ppid.pasaman.bawaslu.go.id 19.624.000,00
Kabupaten Pasaman Barat https://ppid.pasamanbarat.bawaslu.go.id 19.371.000,00
Kabupaten Dharmasraya https://ppid.dharmasraya.bawaslu.go.id 19.360.000,00
Kabupaten Kep. Mentawai https://ppid.mentawai.bawaslu.go.id 19.635.000,00
Kabupaten Sijunjung https://ppid.sijunjung.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kabupaten Solok Selatan https://ppid.solokselatan.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kota Padang https://ppid.padang.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kota Payakumbuh https://ppid.payakumbuh.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kota Pariaman https://ppid.pariaman.bawaslu.go.id 19.371.000,00
Kota Sawahlunto https://ppid.sawahlunto.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Kota Bukittinggi https://ppid.bukittinggi.bawaslu.go.id 19.250.000,00
Kota Padang Panjang https://ppid.padangpanjang.bawaslu.go.id 19.687.980,00
Kota Solok https://ppid.solokkota.bawaslu.go.id 19.305.000,00
Total 310.043.980,00

Rincian lebih lanjut terkait mutasi aset tak berwujud sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 Rp 0,00
Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp 599.835.470,00
Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2025 Rp 599.835.470,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2025 Rp (599.835.470,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp 0,00

Terdapat mutasi tambah untuk Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar
Rp599.835.470,00 atas reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sesuai dengan
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surat keterangan penghentian penggunaan barang milik negara nomor B-
002/PL.08/SB/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.19 Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan per 31 Desember 2025

Kode Nama Barang Kuantitas Jumlah (Rp)
8010101001 Software Komputer 33 599.835.470,00
Total 33 599.835.470,00

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp708.749.970,00 dan
Rp701.461.095,00. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
adalah sebagai berikut:

Tabel C.20 Perbandingan Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024

No. Aset Lainnya (Rp) (Rp)
1 Software 108.914.500,00 701.461.095,00
2 Aset Tak Berwujud yang tidak 599.835.470,00 0,00
digunakan dalam Operasional
Pemerintahan
Total 708.749.970,00 701.461.095,00

Berikut disampaikan rangkuman Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel C.21 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akun Penyusutan/ .
. . . Nilai Buku
No. Aset Lainnya Perolehan Amortisasi (Rp)
(Rp) (Rp)
1 Software 108.914.500,00 (108.914.500,00) 0,00
Aset Tak Berwujud yang
tidak di kan dal
2 (dak digunakan Gl | 599 €35.470,00 | (599.835.470,00) 0,00
Operasional
Pemerintahan
Total 708.749.970,00 (708.749.970,00) 0,00

Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025
sebesar Rp708.749.970,00 secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.22 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025

] o Akumulasi Penyusutan .
Kode Uraian Qty Nilai Saldo Awal Beban Penyusutan Total Nilai Buku
162151 Software 6 108.914.500,00 (701.461.095,00) 592.546.595,00 (108.914.500,00) 0,00
8010101001 | Software Komputer 6 108.914.500,00 (701.461.095,00) 592.546.595,00 (108.914.500,00) 0,00
Aset Tak Berwujud
yang tidak
166113 digunakan dalam 33 599.835.470,00 0,00 (599.835.470,00) (599.835.470,00) 0,00
Operasional
Pemerintahan
8010101001 | Software Komputer 33 599.835.470,00 0,00 (599.835.470,00) (599.835.470,00) 0,00
Total 708.749.970,00 (701.461.095,00) (7.288.875,00) (708.749.970,00) 0,00
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C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar
dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp222.686.743,00 dan Rp66.339.899,00.

Tabel C.23 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No. Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)
1 Belanja Pegawai Yang Masih Harus 213.936.669,00 1.897.871,00
Dibayar
2 Belanja Barang Yang Masih Harus 8.750.074,00 64.442.028,00
Dibayar
Total 222.686.743,00 66.339.899,00

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 pada Satker Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp222.686.743,00 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp213.936.669,00 berasal
dari tunggakan pembayaran uang makan PPPK, kekurangan KGB PPPK, dan
kekurangan KGB PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.24 Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Akun
per 31 Desember 2025

Jumlah
Kode Uraian
(Rp)
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 131.300,00
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,00
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 13.130,00
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 5.252,00
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.617.600,00
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.442,00
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 529.920,00
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 153.936,00
511628 Belanja Uang Makan PPPK 205.484.000,00
Total 213.936.669,00
Tabel C.25 Rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025
] . Jumlah Tanggal
No. Uraian Penerima (Rp) Darlrperen
Tunggakan Uang Makan
bulan Desember 2025 .
1 PPPK Bawaslu Provinsi PPPK 205.484.000,00 | 6 Januari 2026
dan Kabupaten/Kota
Tunggakan KGB PPPK 12 Februari
2 Bawaslu Kab Solok PPPK 225.856,00 2026
Tunggakan KGB PPPK .
3 Bawaslu Kab Pasaman PPPK 201.600,00 12 Februari
Barat 2026
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. . Jumlah Tanggal
No. Uraian Penerima (Rp) Darlrperen
Tunggakan KGB PPPK .
4 | Bawaslu Kab Pesisir PPPK 452.014,00 | 1O Februar
2026
Selatan
Tunggakan KGB PPPK 11 Februari
5 Bawaslu Kab Agam PPPK 725.916,00 2026
Tunggakan KGB PPPK .
6 | Bawaslu Kab Padang PPPK 574.560,00 | |1 Februari
. 2026
Pariaman
Tunggakan KGB PPPK 10 Februari
PPPK 201.
7 Bawaslu Kota Padang 01.600,00 2026
Tunggakan KGB PPPK 11 Februari
8 Bawaslu Kab Tanah Datar PPPK 564.480,00 2026
Tunggakan KGB PPPK 11 Februari
? Bawaslu Provinsi PPPK 4.562.556,00 2026
Tunggakan KGB PNS 11 Februari
10 Bawaslu Provinsi PNS 149.771,00 2026
Tunggakan KGB PPPK .
11 | Bawaslu Kab Lima Puluh PPPK 79431600 | 2 l;;;’rg‘a”
Kota
Total 213.936.669,00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp213.936.669,00
disebabkan karena tidak mencukupinya sisa UP/TUP untuk membayarkan
tagihan uang makan PPPK bulan Desember 2025 dan SK KGB yang diterima

telah melewati tahun 2025.

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp8.750.074,00 berasal dari
tagihan Desember 2025 yang diterima di bulan Januari 2026 dan belum
dilakukan pembayaran kepada penerima di tahun 2025.

Tabel C.26 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Akun

per 31 Desember 2025

Jumlah
Kode Uraian
(Rp)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.148.770,00
522111 Belanja Langganan Listrik 6.198.261,00
522112 Belanja Langganan Telepon 671.736,00
522113 Belanja Langganan Air 731.307,00
Total 8.750.074,00
Tabel C.27 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025
. . Jumlah Sumber Tanggal
No. P
0 Uraian enertma (Rp) Dana Pembayaran
Internet Bawaslu Kota
1 Payakumbuh bulan Desember Indihome 790.770,00 21 Januari 2026
2025
Langganan Air Bawaslu Kota
2 Payakumbuh bulan Desember PDAM 111.520,00 21 Januari 2026
2025
Langganan Air Bawaslu Kota .
PDAM 266. 1 202
3 Solok bulan Desember 2025 66.850,00 9 Januari 2026
Langganan Air Bawaslu Kab. .
4 Pasaman bulan Desember 2025 PDAM 83.000,00 20 Januari 2026
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. . Jumlah Sumber Tanggal
No. Uraian Penerima (Rp) Dana Pembfygaran
Rumah Makan
5 gjmug?;‘n;amu Bawaslu Kab. | =y deng 358.000,00 | RM | 27 Januari 2026
Batokok
Langganan Listrik Bawaslu
6 Provinsi Sumatera Barat bulan PLN 6.198.261,00 RM 21 Januari 2026
Desember 2025
Langganan Telepon Bawaslu
7 Provinsi Sumatera Barat bulan Telkom 671.736,00 RM 21 Januari 2026
Desember 2025
Langganan Air Bawaslu
8 Provinsi Sumatera Barat bulan PDAM 269.937,00 RM 21 Januari 2026
Desember 2025
Total 8.750.074,00

C.12 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.175.995,00. Utang
Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 berupa utang potongan pajak oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang belum disetorkan

ke rekening kas negara.

Tabel C.28 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024

No Uraian (Rp) (Rp)
1 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran 0,00 7.175.995,00
yang Belum Disetor
Total 0,00 7.175.995,00

Keseluruhan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor tahun
2024 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara di tahun 2025 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024

No Uraian Tanggal Setor NTPN Jl(l;ln;;lh

1 Bawaslu Kota Padang 3 Januari 2025 0CA3COT8DDUFPTO3 20.000,00

2 Bawaslu Kota Bukittinggi 3 Januari 2025 4F16FOTSDDVVAISP 347.838,00

3 Bawaslu Kota Bukittinggi 21 Maret 2025 6C9CS54EUILV9AT99 47.432,00

4 Bawaslu Provinsi Sumatera 17 Februari S7TB17746V712L6T3 31.786,00
Barat 2025

5 Bawaslu Provinsi Sumatera 17 Februari 7BC7167PFDOMAITU 383.005.00
Barat 2025
Bawaslu Kabupaten Pesisir .

6 Selatan 17 April 2025 C506F00R6EU59ADR 45.000,00

7 521: ;ﬂ“ Kabupaten Pesisic | 5 112005 | 3C60674753HSFTDG 45.000,00

8 Bawaslu Kota Solok 10 Januari 2025 0065F5SBBPLFLERN4 4.000,00

g | Bawaslu Kabupaten |19 \ei2025 | 92CE31PM91PS3HOO 150.000,00
Pasaman

jo | Bawaslu Kabupaten |19 \ei2025 | C17714EUOHHIDKE4 10.000,00
Pasaman

11 | Bawaslu Kabupaten |19 \ei 2025 | AO6DFOTSP77FOUSF 4.000,00
Pasaman

12 Eig?sm Kabupaten Tanah | ¢ 015025 A61411PM643BDRQJ 11.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 Audited




Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Audited

No Uraian Tanggal Setor NTPN Jl(l{lnli;lh
13 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 10025 | 55B8S00RGEUILFIB 11.000,00
14 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 10005 | 35A8974753HLUSVT 11.000,00
15 gzgi‘sm Kabupaten Tanah | ¢ » 419025 | 751AD0OR6EUI6CGG 1.260.000,00
16 gzgi‘sm Kabupaten Tanah | ¢ » 419025 | E645267PLSVAIKE] 1.260.000,00
17 gzgi‘sm Kabupaten Tanah | ¢ » 419025 | 4255E0TSMOGVIRTB 1.410.000,00
18 gzgi‘sm Kabupaten Tanah | = 1¢ 1412025 | 10BD867PLSVA2424 1.410.000,00
19 gzgi‘sm Kabupaten Tanah | ¢ \ 419025 |  44ECEAEULIQHBAIF 6.000,00
20 gi:;i‘sm Kabupaten Tanah | 1o r 412025 | 4F8FF3IHSPS4UR2R 6.000,00
21 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 15005 | 503F5SBCSECTSBSS 20.000,00
2 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 10005 | CC7940TSMOIGVAQQ2 20.000,00
23 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 010025 | BD27A2M3LULNVGOV 9.400,00
24 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 19025 | 6CD3967PLSVOKIBO 9.700,00
25 EZZ?SI“ Kabupaten Tanah | ¢ \ 10025 | 64F901PM643BI2PN 9.600,00
26 l}f’jﬁsgotfabupaten Lima | ponuari 2025 | 88A31PLTSK83F4K 634.234,00
Total 7.175.995,00

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah
sebesar Rp8.513.122.561,00 dan Rp70.327.300.895,00. Ekuitas per 31 Desember
2025 adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset sebesar
Rp8.735.809.304,00 dan Kewajiban sebesar Rp222.686.743,00. Rincian lebih

lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp141.379,00 dan Rp2.624.846,00 yang dapat dirincikan
sebagai berikut:

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Pendapatan Negara Bukan 141.379,00 2.624.846,00 (94,61)
Pajak Lainnya
Jumlah 141.379,00 2.624.846,00 (94,61)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2025
merupakan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) atas Rekening
RDP Bawaslu Kabupaten Dharmasraya serta Rekening Hibah Kecamatan
Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Rincian pendapatan jasa
lembaga keuangan (jasa giro) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel D.2 Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
per 31 Desember 2025

lah
No. | Prov/Kab/Kota Tanggal NTPN Jumla
(Rp)
1 Kab Dharmasraya | 3 Feb 2025 515A87QLV243119L | 140.054,00
Kec. Padang Panj
2 ¢ aBa;i AVAME | 29 April 2025 | FD4553CIFTERIBIS 760,00
Kec. Padang Panj
3 cc. Padang Panjang | 5\ 410005 | S0ES91INGSA20BPS 565,00
Timur
Total 141.379,00

Tidak terdapat perbedaan jumlah pendapatan pada laporan realisasi
anggaran (LRA) dibandingkan jumlah pendapatan pada laporan operasional
(LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai
berikut:

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (LRA) Rp 141.379,00
Mutasi Tambah:
Mutasi Kurang:
Jumlah Pendapatan (LO) per 31 Desember 2025 Rp 141.379,00

Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
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yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan
oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.115.648.223,00 dan
Rp24.402.688.055,00 dengan kenaikan sebesar 68,488%.

Kenaikan beban pegawai tersebut disebabkan oleh:

Adanya pelantikan PPPK pada tanggal 1 Juli 2025 sebanyak 150 orang dan
tanggal 1 Oktober 2025 sebanyak 23 orang serta pengangkatan CPNS pada
tanggal 1 Mei 2025 sebanyak 61 orang. Penambahan pegawai tersebut
ditempatkan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat;

Adanya pelantikan pejabat struktural dan fungsional di Lingkungan
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan

Adanya kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan pangkat (KP) di
Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 sebagai berikut pada tabel dibawah:

Tabel D.3 Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS 3.113.687.320,00 1.802.839.700,00 72,71
Beban Pembulatan Gaji PNS 41.462,00 27.138,00 52,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 165.298.658,00 106.636.390,00 55,01
Beban Tunj. Anak PNS 52.110.531,00 32.630.830,00 59,70
Beban Tunj. Struktural PNS 287.880.000,00 246.754.712,00 16,67
Beban Tunj. Fungsional PNS 37.762.000,00 32.382.000,00 16,61
Beban Tunj. PPh PNS 130.632.562,00 139.498.431,00 (6,36)
Beban Tunj. Beras PNS 168.086.820,00 95.666.820,00 75,70
Beban Uang Makan PNS 889.037.000,00 395.784.000,00 124,63
Beban Tunjangan Umum PNS 153.469.800,00 70.530.000,00 117,60
?:nggﬁggaﬁehomatan 10.893.792.510,00 |  10.840.240.261,00 0,49
Beban Gaji Pokok PPPK 7.887.677.780,00 3.105.034.800,00 154,03
Beban Pembulatan Gaji PPPK 118.701,00 32.604,00 264,07
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK 514.363.520,00 194.212.800,00 164,85
Beban Tunj. Anak PPPK 135.014.068,00 44.624.840,00 202,55
Beban Tunj. Fungsional PPPK 534.705.000,00 225.900.000,00 136,70
Beban Tunj. Beras PPPK 461.967.180,00 165.407.280,00 179,29
Beban Uang Makan PPPK 1.540.789.000,00 359.494.000,00 328,60
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Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)

Beban Tunjangan Umum PPPK 244.220.000,00 0,00 -
Beban Uang Lembur 558.351.000,00 208.281.000,00 168,08
Beban Lembur PPPK 361.112.000,00 25.811.000,00 1299,06
Beban Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan/Kinerja) 4.922.329.751,00 3.117.641.120,00 57,89
Beban Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan/Kinerja) 8.063.201.560,00 3.193.258.329,00 152,51
PPPK

Jumlah 41.115.648.223,00 24.402.688.055,00 68,49

Terdapat selisih antara beban pegawai pada laporan operasional (LO)
dengan belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran (LRA) senilai
Rp212.038.798,00 dikarenakan terdapat tunggakan 2025 dan jurnal balik
tunggakan 2024. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Pegawai (LRA)

Beban Pegawai yang masih harus dibayar
Jumlah Mutasi Tambah

Mutasi Kurang:

Jurnal Balik atas pembayaran Belanja Pegawai TAYL

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Beban Pegawai (LO) per 31 Desember 2025

Penjelasan:

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

40.903.609.425,00
213.936.669,00
41.117.546.094,00

(1.897.871,00)
(1.897.871,00)
41.115.648.223,00

1. Beban pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar
Rp213.936.669,00 merupakan tunggakan yang belum dibayarkan ke
penerima yang berasal dari belanja uang makan PPPK bulan Desember
2025 dan kekurangan KGB PPPK dan PNS. Berikut disampaikan rincian
beban pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebagai

berikut:
Tabel D.4 Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025
Jumlah

No No. SP2D Tanggal SP2D Keterangan l(lll;p;l
Pembayaran Belanja Pegawai
Berupa Uang Makan PPPK
Bawaslu Provinsi dan

1 260100000000197 | 6 Januari 2026 Kabupaten Kota Se-Sumatera 205.484.000,00
Barat Bulan Desember 2025
Sebanyak 286
Pegawai

. Pembayaran Tunggakan KGB
2 260900000000990 | 12 Februari 2026 PPPK Bawaslu Kab Solok 225.856,00
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Jumlah
No No. SP2D Tanggal SP2D Keterangan l(lll:p;l
Pembayaran Tunggakan KGB
3 260910000000939 | 12 Februari 2026 | PPPK Bawaslu Kab Pasaman 201.600,00
Barat
Pembayaran Tunggakan KGB
4 261420000000427 | 10 Februari 2026 | PPPK Bawaslu Kab Pesisir 452.014,00
Selatan
. Pembayaran Tunggakan KGB
5 260110000002414 | 11 Feb 2026 725.916,00
eoruatt PPPK Bawaslu Kab Agam ’
Pembayaran Tunggakan KGB
6 260100000004247 | 11 Februari 2026 | PPPK Bawaslu Kab Padang 574.560,00
Pariaman
. Pembayaran Tunggakan KGB
7 260100000003976 | 10 Februari 2026 PPPK Bawaslu Kota Padang 201.600,00
Pembayaran Tunggakan KGB
8 260110000002393 | 11 Februari 2026 | PPPK Bawaslu Kab Tanah 564.480,00
Datar
9 | 260100000004491 | 11 Februari 2026 | Fembayaran Tunggakan KGB 2.147.320,00
PPPK Bawaslu Provinsi
P T kan KGB
10 | 260100000004492 | 11 Februari 2026 | _cmpayaran Tunggakan KG 2.415.236,00
PPPK Bawaslu Provinsi
11| 260100000004493 | 11 Februari 2026 | Lcmpayaran Tunggakan KGB 149.771,00
PNS Bawaslu Provinsi
Pembayaran Tunggakan KGB
12 | 260110000002574 | 12 Februari 2026 | PPPK Bawaslu Kab Lima Puluh 794.316,00
Kota
Total 213.936.669,00
2. Jurnal balik atas pembayaran belanja pegawai TAYL sebesar

Rp1.897.871,00 merupakan jurnal atas belanja kekurangan gaji akibat
kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang telah dibebankan pada
tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.5 Rincian Jurnal Balik atas Pembayaran Belanja Pegawai TAYL
per 31 Desember 2025

No. No. SP2D T;;:g;g)al Keterangan Jl(lgl:;h
Pembayaran Kekurangan Gaji PNS

1 250101303000057 | 30 Jan 2025 | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 1.221.627,00
bulan Desember 2024
Pembayaran Kekurangan Gaji PNS

2 250101303000059 | 30 Jan 2025 | Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 676.244,00
bulan Mei s.d. November 2024

Total 1.897.871,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi dari barang-
barang dengan kategori habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi
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baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan untuk per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp55.298.200,00 dan Rp2.874.925.804,00 dengan penurunan sebesar 98,077%

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.6 Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024 % Naik

Uraian
(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi 55.298.200,00 2.874.925.804,00 (98,08)
Jumlah 55.298.200,00 2.874.925.804,00 (98,08)

Penurunan beban persediaan disebabkan oleh telah didistribusikannya
penanda identitas PTPS yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2023 di

tahun 2024.

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja persediaan pada laporan
realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban persediaan pada laporan
operasional (LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban persediaan dengan

rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Saldo Awal Persediaan per 01 Januari 2025 Rp 0,00
Belanja Persediaan (LRA) Rp 55.298.200,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 55.298.200,00
Mutasi Kurang:

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 Rp 0,00
Jumlah Mutasi Kurang Rp 0,00
Jumlah Beban Persediaan (LO) per 31 Desember 2025 Rp 55.298.200,00

Belanja persediaan sebesar Rp55.298.200,00 per 31 Desember 2025 dapat
dirincikan sebagai berikut:

Tabel D.7 Rincian Belanja Persediaan
per 31 Desember 2025

Jumlah
No. Kode Nama Barang (Rp)
BARANG KONSUMSI

1 1010301001 Alat Tulis 5.637.000,00
2 1010301002 Tinta Tulis. Tinta Stempel 29.600,00
3 1010301003 Penjepit Kertas 1.110.900,00
4 1010301004 Penghapus/Korektor 358.800,00
5 1010301006 Ordner Dan Map 17.865.800,00
6 1010301007 Penggaris 59.400,00
7 1010301008 Cutter (Alat Tulis Kantor) 284.200,00
8 1010301010 Alat Perekat 1.262.900,00
9 1010301012 Staples 650.400,00
10 1010301013 Isi Staples 136.000,00
11 1010301999 Alat Tulis Kantor Lainnya 459.700,00
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Jumlah
No. Kode Nama Barang (Rp)
12 1010302001 Kertas HVS 11.746.100,00
13 1010302002 Berbagai Kertas 1.443.300,00
14 1010302004 Amplop 277.800,00
15 1010302999 Kertas Dan Cover Lainnya 68.000,00
16 1010304004 Tinta/Toner Printer 6.008.600,00
17 1010304006 USB/Flash Disk 1.243.000,00
18 1010304010 Mouse 2.791.700,00
19 1010304999 Bahan Komputer Lainnya 770.000,00
20 1010306010 Batu Baterai 1.650.000,00
21 1010309001 Meterai 1.422.000,00
22 1010309003 Stempel 8.000,00
2 1010310003 Persediaan Bempa Alat Penunjang Studio 15.000.00
Dan Komunikasi
Total Barang Konsumsi 55.298.200,00

Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi
atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta
beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi beban
modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp19.967.617.361,00 dan
Rp177.638.353.515,00 dengan penurunan sebesar 88,759%. Perbandingan
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dapat
disajikan sebagai berikut:

Tabel D.8 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)

Beban Keperluan Perkantoran 5.579.987.190,00 30.192.634.549,00 (81,52)
Beban Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat 0,00 246.600,00 (100,00)
Beban Honor Operasional 484.791.000,00 | 1.031.743.000,00 (53,01)
Satuan Kerja
Beban Barang Operasional 396.972.011,00 1.480.341.400,00 (73,18)
Lainnya
Beban Bahan 1.570.461.393,00 20.999.326.264,00 (92,52)
Beban Honor Output Kegiatan 6.939.665.500,00 87.388.496.135,00 (92,06)
Beban Barang Non 26.010.800,00 |  10.268.301.105,00 (99,75)
Operasional Lainnya
Beban Langganan Listrik 352.394.938,00 815.316.024,00 (56,78)
Beban Langganan Telepon 14.622.806,00 8.443.590,00 73,18
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. 31 Desember 2025 31 Desember 2024 % Naik
Uraian

(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Langganan Air 37.082.011,00 125.618.424,00 (70,48)
Beban Sewa 4.058.751.712,00 21.369.631.924,00 (81,01)
Beban Jasa Profesi 444.078.000,00 2.933.881.500,00 (84,86)
Beban Jasa Lainnya 62.800.000,00 1.021.393.000,00 (93,85)
Jumlah 19.967.617.361,00 | 177.635.373.515,00 (88,76)

Penurunan beban barang dan jasa pada TA.2025 dibandingkan dengan

beban barang dan jasa pada TA.2024 disebabkan oleh:

1.

Telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tahun 2024 dan tahapan pemilihan kepala daerah tahun
2024; dan

Tindaklanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada laporan

realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban barang dan jasa pada
laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025. Berikut dapat disampaikan
rincian hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:
Belanja Barang Operasional (LRA) Rp 6.469.593.251,00
Belanja Barang Non Operasional (LRA) Rp 8.547.435.693,00
Belanja Jasa (LRA) Rp 4.334.750.601,00
Belanja Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2024 Rp 637.683.333,00
Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp 8.750.074,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 19.998.212.952,00
Mutasi Kurang:
Jurnal Balik atas Belanja Barang dan Jasa TAYL Rp (30.595.591,00)
Jumlah Mutasi Kurang Rp (30.595.591,00)
;g;nslah Beban Barang dan Jasa (LO) per 31 Desember Rp 19.967.617.361,00
Penjelasan:
1. Belanja Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2024 sebesar

Rp637.683.333,00 merupakan jurnal balik atas sewa dibayar dimuka
(prepaid) tahun 2024.

Belanja barang dan jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp8.750.074,00
merupakan tunggakan 2025 yang baru dibayarkan ke penerima di tahun
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2026 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.9 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2025

Uraian

Penerima

Jumlah
(Rp)

Sumber
Dana

Tanggal
Pembayaran

Internet Bawaslu Kota
Payakumbuh
Desember 2025

bulan

Indihome

790.770,00

RM

21 Januari 2026

Langganan Air Bawaslu
Kota Payakumbuh bulan
Desember 2025

PDAM

111.520,00

21 Januari 2026

Langganan Air Bawaslu
Kota Solok
Desember 2025

bulan

PDAM

266.850,00

RM

19 Januari 2026

Langganan Air Bawaslu
Kab. Pasaman
Desember 2025

bulan

PDAM

83.000,00

20 Januari 2026

Jamuan Tamu Bawaslu
Kab. Sijunjung

Rumah Makan
Dendeng
Batokok

358.000,00

27 Januari 2026

Listrik
Provinsi
Sumatera Barat
Desember 2025

Langganan
Bawaslu
bulan

PLN

6.198.261,00

21 Januari 2026

Langganan
Bawaslu

Telepon
Provinsi
Sumatera Barat
Desember 2025

bulan

Telkom

671.736,00

21 Januari 2026

Langganan Air Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat
bulan Desember 2025

PDAM

269.937,00

RM

21 Januari 2026

Total

8.750.074,00

Jurnal balik atas Belanja Barang dan Jasa TAYL sebesar Rp30.595.591,00
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.10 Rincian Jurnal Balik Belanja Barang dan Jasa TAYL
per 31 Desember 2025

Jumlah
No. Keterangan
i (Rp)

| Tunggakan Belanja Keperluan Kantor (Isi Ulang Air 112.000,00
Galon)

) Tunggakan Belanja Keperluan Kantor (Keperluan 229.000,00
Sehari - Hari)
Tunggakan Pembayaran Biaya Keperluan Sehari-hari

3 Perkantoran (Langganan Koran Haluan Padang) 300.000,00
Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk Bulan November
dan Desember 2024

4 Tunggakan Pembayaran Biaya Keperluan Sehari-hari 300.000.00
Perkantoran (Langganan Koran Haluan Padang)
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Jumlah
No. Keterangan
8 (Rp)
Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Bulan
November dan Desember 2024
5 Tunggakan Adm Bank 10.500,00
6 Tunggakan langganan internet bawaslu 4.144.320,00
kabupaten/kota dan panwascam bulan Desember 2024
Tunggakan Honorarium Korsek, BPP dan SPK Bulan
7 Juni s.d Desember 2024 2.072.000,00
Tunggakan Honorarium SPK Kota Bulan Mei s.d
8 Desember 2024 1.824.000,00
9 Tunggakan ATK Nanggalo Bulan Desember 470.000,00
10 | Tunggakan Belanja ATK Bawaslu Kota Padang. 1.980.000,00
11 | Tunggakan Jamuan Pengamanan 300.000,00
Tunggakan Konsumsi Rapat Pokja Administrasi
12 Bulan Pemilihan Tahun 2024 225.000,00
13 | Tunggakan Jamuan Tamu 270.000,00
14 | Tunggakan Rapat Snetra Gakkumdu 106.000,00
15 | Tunggakan Rapat Snetra Gakkumdu 330.000,00
16 | Tunggakan Rapat Snetra Gakkumdu 5 desember 478.000,00
17 | Tunggakan Penggandaan/Fotocopy 299.000,00
18 Tunggakan Pokja Netralitas ASN Bulan September 1.260.000,00
2024
19 | Tunggakan Pokja Netralitas ASN Bulan Oktober 2024 1.260.000,00
20 Tunggakan Pokja Isu-Isu Negatif Bulan September 1.410.000,00
2024
21 | Tunggakan Pokja Isu-Isu Negatif Bulan Oktober 2024 1.410.000,00
22 | Tunggakan BBM Peneriban Alat Peraga Kampanye 1.500.000,00
Tunggakan listrik bawaslu kabupaten/kota dan
2 02.84
3 panwascam bulan Desember 2024 902.847,00
4 Tunggakan air bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan 5.802.924,00
panwascam bulan Desember 2024
Tunggakan Honorarium Saksi Ahli Penanganan
2 . .600.000,0
> Penindakan Pelanggaran Bersama Gakkumdu 3.6 0
Total 30.595.591,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam
keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kondisi
normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024
adalah masing - masing sebesar Rp856.378.772,00 dan Rp2.160.295.630,00
mengalami penurunan sebesar 60,358%, dengan perincian perbandingan
sebagai berikut:
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Tabel D.11 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung 104.307.332,00 39.755.315,00 162,37
dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Peralatan 752.071.440,00 |  2.120.540.315,00 |  (64,53)
dan Mesin
Jumlah 856.378.772,00 |  2.160.295.630,00 (60,36)

Penurunan pada beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31

Desember 2024 disebabkan oleh:

Tidak adanya belanja sewa atas kendaraan roda 4 untuk Ketua Anggota
Bawaslu  Kabupaten/Kota sehingga tidak menimbulkan biaya
pemeliharaan

Sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 01 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Pada beban pemeliharaan terdapat selisih antara beban pemeliharaan

pada laporan operasional (LO) dengan belanja pemeliharaan pada laporan
realisasi anggaran (LRA). Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi
beban sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (LRA) Rp 105.864.885,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA) Rp 752.171.440,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 858.036.325,00
Mutasi Kurang:

Jurnal Balik pada Belanja Pemeliharaan TAYL Rp (1.657.553,00)
Jumlah Mutasi Kurang Rp (1.657.553,00)

Jumlah Beban Pemeliharaan (LO) per 31 Desember 2025 Rp 856.378.772,00

Jurnal balik pada Belanja Pemeliharaan TAYL dapat dirincikan sebagai
berikut:

Tabel D.12 Rincian Jurnal Balik atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan TAYL

per 31 Desember 2025

Jumlah
No. Keterangan
8 (Rp)
Tunggakan pembayaran BBM operasional Bawaslu Kota
1 100.000,00
Solok TA 2024 ’
) Tung.gakan kekurangan belanja perbaikan gedung Bawaslu 1.557.553,00
Provinsi Sumatera Barat
Total 1.657.553,00
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D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk mencatat
pengakuan yang dihitung berdasarkan ketentuan perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar
Rp22.096.746.479,00 dan Rpl134.815.246.512,00 mengalami penurunan
sebesar 83,61%, dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel D.13 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa 14.347.162.308,00 33.767.634.691,00 (57,51)
Beban Perjalanan Di
coan vefjatanat Linas 1.864.100.500,00 |  48.262.400.752,00 (96,14)
Dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas Paket
cban Perjalanan Dinas Pake 5.480.966.854,00 | 43.300.870.882,00 (87,34)
Meeting Dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas Paket
cban Perjalanan Dinas Pake 404.516.817,00 9.484.340.187,00 (95,73)
Meeting Luar Kota
Jumlah 22.096.746.479,00 |  134.815.246.512,00 (83,61)

Penurunan yang terjadi pada beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran
2025 dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2024
disebabkan oleh:

1. Telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada tahapan penyelenggaraan
pemilihan umum tahun 2024 dan tahapan pemilihan kepala daerah tahun
2024 sehingga tidak adanya pemenuhan perjalanan dinas bagi Panwaslu
Adhoc Kecamatan, Panwaslu Adhoc Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS;
dan

2. Tindaklanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Pada beban perjalanan dinas terdapat selisih antara beban perjalanan dinas
pada Laporan Operasional (LO) dengan belanja perjalanan dinas pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA). Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi
beban sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Perjalanan Dinas Biasa (LRA) Rp 14.378.131.192,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (LRA) Rp 1.864.270.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (LRA) Rp 5.482.016.854,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (LRA) Rp 404.516.817,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 22.128.935.363,00
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Mutasi Kurang:

Jurnal Balik atas Belanja Perjalanan Dinas TAYL Rp (32.188.884,00)
Jumlah Mutasi Kurang Rp (32.188.884,00)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO) per 31 Desember

2025 Rp  22.096.746.479,00

Jurnal balik pada Belanja Perjalanan Dinas TAYL sebagai berikut:

Tabel D.14 Rincian Jurnal Balik atas Belanja Perjalanan Dinas TAYL
per 31 Desember 2025

Jumlah

No. Keterangan
(Rp)

Tunggakan belanja dinas Ke Grand Royal Denai
1 Hotel Bukittinggi Dalam Rangka rapat Koordinasi 720.000,00
Sentra Gakkumdu se-Sumatera Barat

Tunggakan pembayaran Hotel pada Perjadin Rapat
) Pem.bahas:.n.l Identifikasi Permoh.onan Pers.elisihal} 1.460.000,00
Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota di
Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Tunggakan perjadin ikhsan dan Gakkumdu 10-15
Desember 2024 ke Yogyakarta

Tunggakan perdin ikhlas dan Gakkumdu ke Jakarta -
Yogyakarta 17-19 Desember 2024

Tunggakan Kekurangan Hotel Perjalanan Dinas Atas
nama ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd ke Kota
Padang Tanggal 16 sd 19 Desember 2024 Dalam

5 Rangka Penginputan SP2HL belanja Dana Sharing 650.000,00
hibah Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera
Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera
Barat

Tunggakan Transpor rapat klarifikasi dugaan

16.766.222,00

11.372.662,00

6 . 170.000,00
pelanggan a.n Muhammad Juan Sitorus

7 Tunggakan Transport Rapat Sentra Gakumdu 1.050.000,00

Total 32.188.884,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis
atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan
untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Jumlah beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dengan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.173.582.691,00 dan
Rp2.210.721.834,00 mengalami penurunan sebesar 1,68% dengan
perbandingan rincian sebagai berikut:
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Tabel D.15 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan 2.097.709.464,00 2.052.565.929,00 2,20
dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung 68.584.352,00 66.128.660,00 3,71
dan Bangunan
Beban Amortisasi Software 7.288.875,00 92.027.245,00 (92,08)
Jumlah 2.173.582.691,00 2.210.721.834,00 (1,68)
Terdapat selisih antara Kenaikan/Penurunan Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember
2025.
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2024 Rp (13.224.022.439,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31
Desember 2024 Rp (806.306.838,00)

Akumulasi Amortisasi Software per 31 Desember 2024 Rp (701.461.095,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2025 Rp (15.321.159.703,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31
Desember 2025 Rp (874.891.190,00)

Akumulasi Amortisasi Software per 31 Desember 2025 Rp (108.914.500,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak

digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Rp (599.835.470,00)
Desember 2025

Kenaikan/Penurun.an li&kumulasi Rp 2 173.010.491.00
Penyusutan/Amortisasi s ISeT T
Beban Penyusutan/Amortisasi LO per 31 Desember

2025

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO Rp 2.097.709.464,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO Rp 68.584.352,00
Beban Amortisasi Software LO Rp 7.288.875,00
Total Beban Penyusutan/Amortisasi LO Rp 2.173.582.691,00

Selisih Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban

Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025 Rp (572.200,00)

Selisih akumulasi penyusutan/amortisasi dan beban penyusutan/amortisasi
per 31 Desember 2025 disebabkan atas koreksi pencatatan nilai bertambabh,
koreksi pencatatan nilai berkurang, serta koreksi pencatatan yang dilakukan

Catatan Atas Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 Audited



Laporan Keuangan Satker 686218 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Audited

D.8

oleh user aset yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel D.16 Rincian Koreksi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian Aset Nilai Masa Penyusutan per
Manfaat semester
Beban Penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 50.000,00
Semula A.C. Split 6.500.000,00 5 650.000,00
Menjadi A.C. Split 7.000.000,00 5 700.000,00
Beban Penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (247.200,00)
Semula A.C. Split 6.500.000,00 5 650.000,00
Menjadi A.C. Split 6.000.000,00 5 600.000,00
Semula Head Set 10.767.000,00 5 1.076.700,00
Menjadi Head Set 8.795.000,00 5 879.500,00
Beban Penyusutan atas Koreksi Pencatatan (375.000,00)
Printer (Peralatan
Semula Personal 9.000.000,00 4 1.125.000,00
Komputer)
Printer (Peralatan
Menjadi Personal 6.000.000,00 4 750.000,00
Komputer)
Selisih (572.200,00)

Kegiatan Non Operasional

Pos suplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember
2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.389.531,00 dan Rp180.881.252,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.17 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | % Naik
(Rp) (Rp) (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset 0,00 13.222.184,00 | (100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset 0,00 13.222.184,00 | (100,00)
Beban Pelepasan Aset 0,00 0,00 -
lus/Defisit P lesai
Surp l.l.S/ efisit Penye eﬁalan 0,00 0,00 )
Kewajiban Jangka Panjang
PendaPatan Penyelesalfdn 0.00 0,00 i
Kewajiban Jangka Panjang
Beban Pen)felesalan Kewajiban 0,00 0,00 i
Jangka Panjang
lus/Defisit Dari Kegiat
Surplus/Deflsit Dari Kegiatan 51.389.531,00 167.659.068,00 |  (69,35)
Non Operasional Lainnya
P t i Kegiatan N
endapatan dari Kegiatan Non 51.389.531,00 167.659.068,00 |  (69,35)
Operasional Lainnya
Beban (.1211'1 Keglatan Non 0,00 0,00 i
Operasional Lainnya
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31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 % Naik

Uraian (Rp) (Rp) (Turun)

Jumlah Surplus/Defisit dari

1.389.531 180.881.252 1
Kegiatan Non Operasional 51.389.531,00 80.881.252,00 ()

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember
2025 sebesar Rp51.389.531,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel D.18 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025

Kode Uraian Jumlah
(Rp)
425912 Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun 51.389.531,00
Anggaran Yang Lalu
Total 51.389.531,00

Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL per 31 Desember 2025 sebesar
Rp51.389.531,00 merupakan pengembalian kelebihan belanja TAYL yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sumatera Barat. Terdapat perbedaan jumlah Penerimaan Kembali
Belanja Barang TAYL pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan
jumlah Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL pada laporan operasional
(LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (LRA) Rp 106.424.474,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 106.424.474,00
Mutasi Kurang:

Jurnal Balik atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
yang telah diakui pada Tahun 2024

Jumlah Mutasi Kurang Rp (55.034.943,00)
Jumlah Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun
Anggaran Yang Lalu (LO) per 30 Juni 2025

Rp (55.034.943,00)

Rp 51.389.531,00

Jurnal balik Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL merupakan
pengembalian atas kesalahan pencatatan (double buku) yang telah diakui oleh
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dan disetorkan ke Kas
Negara pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.19 Rincian Pengembalian Double Buku Tahun 2024

lah
No. | Prov/Kab/Kota |  Tanggal NTPN Jumla
(Rp)
| Kab Solok 27 Mar 2025 2DA4855DFIGIF970 40.905.132,00
Selatan
2 Kab Mentawai | 23 April 2025 7EDA67QLV2AFOU61 14.129.811,00
Total 55.034.943,00

Dengan adanya jurnal balik tersebut, Penerimaan Kembali Beban Barang
TAYL pada Laporan Operasional dapat dirinci sebagai berikut:
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Tabel D.20 Rincian Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL
pada Laporan Operasional

Jumlah
No. | Prov/Kab/Kota Tanggal NTPN umia
(Rp)
| P rws;’:tatera 7 Jan 2025 6875E48VVNNMGMUO 2.654.994,00
2 Kota Solok 3 Mar 2025 5SD81F2G5020SFIV5 18.149.439,001
3 K.O.ta . 14 Mei 2025 F5SEDD2G502V1FC7R 89.204,001
Bukittinggi
Kota Padang .
4 . 29 Mei 2025 AF96C48VVO47R1GB 50.000,00
Panjang
5 Kab Agam 25 Juli 2025 55F2FONAOEOGIJCRIJ 2.270.494,00
6 Kab Kep. 29 Juli 2025 240AA2G5035EPAOQ 3.428.000,00
Mentawai
7 Kota Pariaman 14 Mei 2025 9B0021GCDDDKD26L 5.425.000,00
8 Prov Sumatera | 6 November CF8523CIFU32G5UD 16.472.400,00
Barat 2025
9 Kab Kep 5 November 9199455DFJ7NVMBL 2.850.000,00
Mentawai 2025
Total 51.389.531,00

D.9 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering
terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D. 10 Surplus/Defisit - LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing —

masing sebesar Rp86.213.740.816,00 dan Rp343.918.725.252,00 mengalami
penurunan sebesar 74,932%
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp70.327.300.895,00 dan Rp76.694.941.590,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan
31  Desember 2024  adalah  sebesar = Rp86.213.740.816,00  dan
Rp343.918.725.252,00. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan
pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing
sebesar  Rp33.169.121.407,00 dan  Rp17.800.000,00. Koreksi yang
menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp4.399.800,00 per 31 Desember
2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:
Koreksi nilai bertambah AC Split sesuai dengan surat

keterangan nomor B-491/PL.09/SB/12/2025 Rp 500.000,00
Koreksi Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Rp 572.200,00
Jumlah Mutasi Tambah Rp 1.072.200,00
Mutasi Kurang:

Koreksi nilai berkurang AC Split sesuai dengan surat

keterangan nomor B-4§1/PL.(§)9/ SB/ 12/2025g Rp (500.000,00)
Koreksi nilai berkurang Head Set sesuai dengan surat

keterangan nomor B-479/PL.09/SB/12/2025 Rp (1.972.000,00)
Koreksi pencatatan Printer (Peralatan Personal Komputer)

sesuai dengan surat keterangan nomor B- Rp (3.000.000,00)
279/PL.08/SB/08/2025

Jumlah Mutasi Kurang Rp (5.472.000,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 Rp (4.399.800,00)

2. Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi yang terjadi akibat pengembalian hibah
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera
Barat. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar
Rp33.164.721.607,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel E.1 Rincian Pengembalian Hibah
per 31 Desember 2025

No. Register Tanggal Jumlah
No. Keterangan Hibah Pengembalian (Rp)
1 Pengembalian hibah Kota Solok 2Y6ECSEA 10 April 2025 202.091.645,00
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No. Register Tanggal Jumlah
No. Keterangan Hibah Pengembalian (Rp)
2 Pengembalian hibah Kota Padang 2ZJHWYNA 28 April 2025 929.837.024,00
3 Pengembalian hibah Kab. Agam 2F8TNA2A 8 April 2025 1.286.295.230,00
4 Pengembalian hibah Kab. Tanah Datar 211YTMVA 30 April 2025 2.614.590.991,00
s | Pengembalian hibah Kab. Padang 2YKX3UVA | 9 April 2025 322.884.910,00
Pariaman
6 Pengembalian hibah Kota Pariaman 2RWVEMFA 10 April 2025 323.612.620,00
7 Pengembalian hibah Kab. Sijunjung 25243LUA 9 April 2025 2.582.441.182,00
8 Pengembalian hibah Kab. Sawahlunto 2HMA1KBA 23 April 2025 59.968.191,00
9 Pengembalian hibah Kota Payakumbuh | 2X5AWCLA 29 April 2025 896.453.723,00
10 Pengembalian hibah Kab. Dharmasraya | 2AWMRSHA 10 April 2025 1.580.229.804,00
11 Pengembalian hibah Kab. Solok 2T4B6AKA 9 April 2025 1.091.686.963,00
12 Pengembalian hibah Kota Bukittinggi 219HL43A 9 April 2025 544.504.830,00
13 | Pengembalian hibah Kab. Solok 234VZLMA | 16 April 2025 163.881.909,00
Selatan
14 ;‘:ﬁembahan hibah Kab. Lima Puluh |yt croa | 24 April 2025 1.856.337.274,00
5 | Pengembalian hibah Kab. Pesisir 22XVVHWA | 9 April 2025 1.637.300.388,00
Selatan
16 gzrrlagtembahan hibah Kab. Pasaman 2QLGNIYA 2 Mei 2025 1.802.820.599,00
17 gzrrlagtembahan hibah Kab. Pasaman 2QLGNIYA 6 Mei 2025 46.448.527,00
18 g:agfmbahan hibah Provinsi Sumatera | »p17KNA 4 Juni 2025 14.900.652.422,00
1o | Pengembalian hibah Kota Padang 2W585H6AL | 29 April 2025 322.681.983,00
Panjang
2o | Pengembalian hibah Kab. Kep. 2E6RXINA | 23 April 2025 1.192,00
Mentawai
p; | Pengembalian hibah Kab. Kep. 2E6RXINA 16 Mei 2025 200,00
Mentawai
TOTAL 33.164.721.607,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp57.568.683.889,00 dan
Rp337.533.284.557,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan
dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun
KL dengan BUN.

Tabel E.2 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Transaksi Antar Entitas

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

Diterima dari Entitas Lain

(106.565.853,00)

(708.208.293,00)

Ditagihkan ke Entitas Lain

57.254.340.793,00

200.787.870.410,00

Pengesahan Hibah Langsung

1.386.809.566,00

137.320.621.440,00

Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung

(965.900.617,00)

0,00

Transfer Masuk

0,00

133.001.000,00

Total

57.568.683.889,00

337.533.284.557,00
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Penjelasan:

1. Diterima dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi
antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan
kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, Diterima dari

Entitas Lain (DDEL) sebesar minus
pendapatan PNBP per 31 Desember 2025, terdiri dari:

Rp106.565.853,00 merupakan

Tabel E.3 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

per 31 Desember 2025

Diterima dari Entitas lain Jumlah
(Rp)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 141.379,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 106.424.474,00
TOTAL 106.565.853,00

Berikut rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Satker Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp141.379,00,00 merupakan pendapatan
jasa giro dari rekening RDP Bawaslu Kabupaten Dharmasyara serta
rekening hibah Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang

Timur yang disetorkan ke Kas Negara dengan rincian:

Tabel E.4 Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

per 31 Desember 2025

lah
No. Prov/Kab/Kota Tanggal NTPN Jumla
(Rp)
1 Kab Dharmasraya 3 Feb 2025 515A87QLV243119L 140.054,00
2 Kec. Padang 29 April 2025 | FD4553CIFTERIBIS 760,00
Panjang Barat
Kec. Padang .
3 . . 30 April 2025 50E591JNG8A20BPS 565,00
Panjang Timur
Total 141.379,00

b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL pada Satker Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat sebesar Rpl106.424.474,00 merupakan pengembalian
belanja barang tahun 2024 atas temuan BPK dan pengembalian kelebihan

belanja dengan rincian:

Tabel E.5 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

per 31 Desember 2025

Jumlah
No. Tanggal NTPN (Rp)
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 19.127.394,00
1 7 Januari 2025 6875E48VVNNMGMUO 2.654.994,00
2 6 November 2025 CF8523CIFU32G5UD 16.472.400,00
Bawaslu Kab. Solok 40.905.132,00
1| 27Maret2025 | 2DA4855DFIGIF970 40.905.132,00
Bawaslu Kota Pariaman 5.425.000,00
1 | 14Mei2025 |  9B0021GCDDDKD26L 5.425.000,00
Bawaslu Kota Solok 18.149.439,00
1 | 13Maret2025 | 5D81F2G5020SFIV5 18.149.439,00
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Jumlah

No. Tanggal NTPN (Rp)
Bawaslu Kabupaten Mentawai 20.407.811,00
1 23 April 2025 TEDA67QLV2AFOU61 14.129.811,00
2 29 Juli 2025 240AA2G5035EPAOQ 3.428.000,00
3 5 November 2025 9199455DFJ7NVMBL 2.850.000,00
Bawaslu Kab. Agam 2.270.494,00
1| 25Juli2025 | 55F2FONAOEOGICRIJ 2.270.494,00
Bawaslu Kota Bukittinggi 89.204,00
1 | 14Mei2025 | FSEDD2G502VIFCTR 89.204,00
Bawaslu Kota Padang panjang 50.000,00
1| 29Mei2025 |  AF96C48VVO47RIGB 50.000,00

Total 106.424.474,00

Sedangkan  Ditagihkan ke  Entitas Lain (DKEL) sebesar
Rp57.254.340.793,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran
rupiah murni, terdiri dari:

Tabel E.6 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
per 31 Desember 2025

] q : Jumlah
Ditagihkan ke Entitas lain (Rp)
Belanja Pegawai 40.903.609.425,00
Belanja Barang 16.211.822.968,00
Belanja Modal 140.708.400,00
Pengembalian Belanja Hibah (1.800.000,00)
Total 57.254.340.793,00

Untuk pengembalian belanja hibah sebesar Rp1.800.000,00 merupakan
pengembalian belanja hibah atas kelebihan pembukuan kegiatan
pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akun 524119
dengan NTPN E196D45KTOVOCD4M tanggal 19 September 2025.

2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah
langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa. Pengesahan hibah
langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp1.386.809.566,00 berasal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam
rangka penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dengan nomor register 2K7U9QEA dan
Adendum atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan nomor B-
001/PR.03.00/K.SB-06/03/2025 tanggal 24 Maret 2025.

Sedangkan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi
atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan
pengembalian hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp965.900.617,00 yang merupakan pengembalian hibah langsung ke
Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 24 Juli 2025 dalam rangka
penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pasaman Tahun 2024 dengan nomor register 2K7U9QEA.
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E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
masing-masing sebesar Rp61.814.178.334,00 dan Rp6.367.640.695,00.

Tabel E.7 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan/Penurunan Ekuitas 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)
Surplus/Defisit LO (86.213.740.816,00) (343.918.725.252,00)
Koreksi Yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas (33.169.121.407,00) 17.800.000,00
Transaksi Antar Entitas 57.568.683.889,00 337.533.284.557,00
Total (61.814.178.334,00) (6.367.640.695,00)

E.6 Ekuitas AKkhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
adalah masing-masing sebesar Rp8.513.122.561,00 dan Rp70.327.300.895,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar
Rp70.327.300.895,00 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp61.814.178.334,00.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu
dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional
kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh
Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat
Utama.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A. Berikut disampaikan
susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

1. Kepala Sekretariat; Rinaldi Aulia, AP.,M.Si

2. Kepala Bagian Administrasi; Mafral, S.E., M.M

3. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; Fadhlul
Hanif, S.AP., M.Si

4. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu; Eriyanti, S.H

5. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi; Roza Molina, S.STP.,
M.Si

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan
pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan
sebagai Jabatan Fungsional.
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1. Rekening Pemerintah
Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening
Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening
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